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KATA PENGANTAR

Populasi Lansia yang terus bertambah tersebut periu kiranya mendapatkan
respon dan perhatian khusus dari Pemerintah Daerah, swasta, LSM (Lembaga
Swadaya Masyarakat) dan masyarakat berkaitan dengan legitimasi terhadap
jaminan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Lansia sebagaimana telah

diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan realisasi asas
negara hukum.

Hal ini mengingat keberadaan Lansia sebagai bagian integral dari Bangsa
Indonesia, memiliki kemampuan dan pengalaman dalam mengarungi kehidupan.
Kemampuan dan pengalaman itu sangat bermanfaat apabiia dikembangkan dalam
kancah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara. Selain itu sebaga
Warga Negara Indonesia, para Lansia telah mendharma-bhaktikan seluruh hidup
dan kehidupannya dalam proses pembangunan di tanah air.

Atas hal tersebut Pemerintah Kota Surabaya mewujudkan kesejahteraan bag
lanjut usia dengan menuangkan kebijakan pemerintah daerah sesuai dengar
kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang
perlaku. Produk hukum daerah yang dibuat oleh Pemerintah Daerah mempunya
peranan sangat penting sebagai jaminan pelaksanaan hak-hak warga lansia yang
meliputi pelayanan keagamaan dan mantal spirilual; pelayanan kesehatan:
pelayanan kesempatan kerja; pelayanan pendidikan dan pelatihan: kemudahar

dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum kemudahan dalam
layanan dan bantuan hukum; perlindungan sosial: bantuan sosial.

Mengingat implementasi asas negara hukum dan asas legalitas yang
mengedepankan legitimasi terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan
kesejahteraan Lansia, maka akses dan jaminan atas pelayanan publik dalam
mewujudkan kesejahteraan Lansia sedasar dengan asas good governance. Selain
itu sedasar dengan asas demokrasi, dengan dibentuknya Peraturan daerah tentang
Kesejahteraan Lanjut Usia, maka Pemerirtah Kota Surabaya memberikan ruang
terbuka bagi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), swasta, masyarakat dan
keluarga untuk berperan serta dalam mewujudkan kesejahteraan lansia. Sejalan
dengan hal tersebut sebagai realisasi asas transparansi dan asas akuntabilitas,
Pemerintah Daerah juga memberlakukan ketentuan mengenai Kartu Tanda Anggota
Lansia sebagai jaminan bagi Lansia untuk memperoleh hak atas kesejahteraan.
Demikian juga dengan dibentuknya Posyandu dan Karang Werda merupakan wadan
pemberdayaan dan berorganisasi bagi lansia merupakan realisasi dari asas goos
governance.

Naskah akademik yang digunakan sebagai pertimbangan landasan filosofis,
sosiologis, yuridis dalam pembentukan serta dasar penyusunan suatu rancangan
peraturan daerah, dengan sistematika sebagai berikut :

o Kata Pengantar
Daftar Isi
Bab | Pendahuluan
Bab Il Kajian Teoritis dan Praktek Emperis
Bab Ill Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait
Bab 1V Landasan Filosofis, Sasiologis, dan Yuridis
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o Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan
Peraturan Daerah

o Bab VI Penutup

o Daftar Pustaka

Dalam kaitan ini disampaikan terima kasih atas segala bantuan, perhatian,

serta sumbang saran pemikiran yang positif demi penyempurnaan materi naskah
akademik.

Surabaya, November 2012
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam perjalanan kehidupannya manusia selalu dihadapkan pada siklus
hidup yang tidak bisa dihindari mulai dari keiahiran sampai dengan kematian. Jumlah
populasi penduduk dunia semakin hari semakin meningkat pesat yakni terbukti dari
laju angka kelahiran lebih tinggi dari pada angka kematian sehingga tidak bisa
dipungkiri populasi lanjut usia yang semakin bertambah dan Jife expectancy (umur
harapan hidup} meningkat.

Keberhasilan Pembangunan Nasional memberikan dampak meningkatnya
Umur Harapan Hidup waktu Lahir (UHH) yaitu dari 68,6 tahun 2004 menjadi 70,6
pada tahun 2009. Meningkatnya UHH menyebabkan peningkatan jumlah lanjut usia,
dimana pada tahun 2020 diperkirakan mencapai 28, 8 juta jiwa.’

Berdasarkan data demografi jumlah Lanjut Usia, jumlah populasi lanjut usia di
indonesia :2

Tahun 2005 berkisar 18 juta orang
Tahun 2015 diprediksi lanjut usia akan sama dengan jumlah balita
Tahun 2020 diproyeksi melebihi jumitah balita

Tahun 2025 Indonesia akan menduduki sebagai negara ke-4 di dunia dengan jumlah
papulasi lanjut usia setelah : RRC - India — USA — Indonesia

Selanjutnya menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah
Kota Surabaya data rekapitulasi Jumlah Penduduk Kota Surabaya berdasarkan
Usia pada tahun 2011 menunjukan jumlah penduduk 3.023.680 orang yang
tersebar di 31 kecamatan 160 Kelurahan 1.405 RW { Rukun Warga). Sedangkan
jumiah penduduk yang masuk kategori Lansia (lanjut usia) 276.346 orang (9,139 %)

' Komisi Nasional Lanjut Usia, Pedoman Pelaksanaan POSYANDU Lansia, Komisi Nasional
Lanjut Usia Jakarta, 2010, hal. 2.

2 Wahijudi Nugroho, Kebutuhan, Hak-hak dan Kewajiban Lanjut Usfa da!am Paguyuban Panti
Sosial Tresna Werdha Provinsi DK| Jakarta (PAPANSQSNADA), Profif Panti Sosial Tresna Werdha
Provinsi DKI Jakarta dan Sekitarnya, PAPANSOSNADA  Jakarta, 2007, hal. 114.
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yang terdiri 150.111 orang perempuan dan 126.235 laki-laki. Sedangkan penduduk

yang mendekati Lansia ( usia 41 tahun- 5¢ tahun) sejumlah 777.907 (25.727%).2
Paparan data warga Kota Surabaya yang lebih dari 9% memasuki lanjut usia

(Lansia) satu sisi menunjukan keberhasilan kebijakan pembangunan Indonesia

pada umumnya dan khususnya Kota Surabaya, yang salah satu akibatnya adalah
meningkatnya usia harapan hidup rakyat.

Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat La-sia adalah seseorang yang telah mencapai usia
60 (enam puluh) tahun atau lebih, yang meliputi Lansia Potensial, Lansial Tidak Potensial,
Lansia Terlantar

(Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 1998

Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia)

Sedangkan WHQ menggolangkan lanjut usia menjadi empat, yaitu
- Usia Pertengahan (middle age} : umur 45-59 tahun

- Lanjut Usia {elderly) : umur 80-74 tahun

- Lanjut Usia Tua (old) : umur 75-90 tahun

- Usia Sangat Tua (very old) : umur diatas 90 tahun

Besarnya poptiiasi lanjut usia serta pertumbuhan yang sangat cepat
menimbulkan berbagai permasalahan di berbagai sektor kehidupan baik bagi lansia,
keluarga, dan masyarakat. Secara alami proses menjadi tua mengakibatkan para

lansia mengalami perubahan fisik dan mental, yang mempengaruhi kondisi ekonomi
dan sosial.*

Isu sentral masalah kependudukan yaitu masih rendahnya kualitas sumber daya manusia
tanjut (LANSIA) yang dipengaruhi langsung oleh beberapa faktor, antara lain konsumsi
makanan dan gizi, tingkat kesehatan, tingkat pendidikan serta pengakuan masyarakat bahwa
mereka masih mempunyai kemampuan kerja dan pendapatan dari pensiunan yang masih
rendah. Konsumsi makanan dan gizi kurang (malnutrisi) masih dialami oleh beberapa Lansia
di Indonesia yang tersebar pada beberapa desa dan daerah pinggiran kota. Kondisi yang
demikian mengakibatkan masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat lansia.®

Berdasarkan informasi berbagai sumber, gangguan yang sering menjadi masalah terhadap
kemandirian lanjut usia dikenal dengan istilah *14 ", yaitu immobilisasi {berkurangnya
kemampuan gerak), instabilitas posturaf (berdiri dan berjafan tidak stabil atau mudah jatuh},
inteflectual impairment (gangguan intelektual), isolation (depresi), insomnia (susah tidur),
inkontinensia urine {mengompol), impotence (impotensi), immune deficiency (daya tahan
tubuh yang menurun), infection (infeksi), inanition (kurang gizi), irritable colon {gangguan
saluran cerna), iafrogenesis (menderita peryakit karena obat-obatan), impaction {
konstipasi), impairment of vasion, hearing, taste, smell, communication, convalenscence, skin

*Data Kependudukan, Rekapifulasi Jumiah Penduduk Menurut Usia Tahun 2011,

http:h'disgendukcagil.surabaya.go.id, diakses Juli 2812,

* Komisi Nasional Lanjut Usia, Op.cit, hal. 1.

®HAA, Subijanto, et al, KIE : Pembinaan POSYANDU Lansia Guna Pelayanan Kesehatan
Lansia, Modul Field LAB, Edisi Revisi I, Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret,
Surakarta,2011, hal, 2.
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fntegrity  (gangguan pancaindera, komunikasi, penyembuh  dan  kulit), impecunity

(berkurangnya kemampuan keuangan). Kemunduran fungsi tubuh dan kemunduran peran
akan sangat berpengaruh pada kemandirian lanjut usia. ®

Proses penuaan penduduk tentunya berdampak pada berbagai aspek
kehidupan, baik sosial, ekonomi, dan terutama kesenatan, k.arena dengan semakin
bertambahnya usia, fungsi organ tubuh akan semakin menurun baik karena faktor
alamiah maupun karena penyakit. Dengan demikian, peningkatan jumlah penduduk
lanjut usia ménjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan sekaligus
sebagai tantangan dalam pembangunan.’

Di sisi lain peningkatan jumlah penduduk yang masuk kategori lanjut usia
tentunya memerlukan kebijakan khusus.Kekhususan keberadaan mergka para
Lansia tidak dapat diabaikan karena meskipun usia anjut sering dicitrakan sebagai
fisik yang renta dan ring:;kih, sakit-sakitan dan tidak mandiri. Namun cemikian lanjut
usia tidak tertutup dari simbol kekayaan akan pengalaman, kematangan jiwa
maupun ilmu dalam mengarungi kehidupan yang berpotensi untuk dikembangkan.

Dalam pola pikiran yang berkembang selama ini warga lanjut usia merupakan
kelompok rentan yang hanya menjadi tanggungan keluarga, mesyarakat dan
negara. Hal ini harus segera diubah. Karena Lanjut usia merupakan aset bangsa
yang harus terus diberdayakan. Untuk menjadi lanjut usia yang sehat produktif dan
mandiri harus mempersiapkan pola hidup sehat dan mempersiapkan masa ianjut
usia secara lebih baik.®

Hal ini mengingat keberadaan Lansia sebagai bagian integrz! dari Bangsa
Indonesia, memiliki kernampuan dan pengalaman dalam mengarungi kehidupan.
Kemampuan dan pengalaman itu sangat bermanfaat apabila dikembangkan dalam
kancah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu sebagai
Warga Negara Indonesia, para Lansia telah mendharma-bhaktikan seluruh hidup

dan kehidupannya dalam proses pembangunan di tarah air.

Kebijakan internasionat sangat penting dalam upaya mewujudkan lanjut usia yang tetap sehat
mandiri dan produktif yang dikenal dengan Active Aging. Active aging merupakan suatu
kerangka kebijakan yang tefah dikembangkan ofeh WHC sejak tahun 2001, dimaksudkan

® Komisi Nasional Lanjut Usia, Op.cit., hal. 2
" Wahjudi Nugroho, Op.cit, hal. 2-3.

® Ibig.
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untuk mengundang pembahasan dan penyusunan -encana aksi yang mempromoesikan
penuaan sehat dan aktif.®

Populasi Lansia yang terus bertambah tersebut perlu kiranya mendapatkan
respon dan perhatian khusus dari Pemerintah Daerah, swasta, LSM (Lembaga
Swadaya Masyarakat) dan masyarakat berkaitan dengan legitimasi terhadap
jaminan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Lansia sebagaimana telah

diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan realisasi asas
negara hukum.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum (rechistaat). Syarat-syarat
rechtsstate yang dikemukakan oleh Burknes.et.al., yang dikutip Philipus M. Hadjon dalam

tulisannya tentang Ide Negara Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia
adalah sebagai berikut:

1. Asas legalitas, setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan atas adasar peraturan
perundang-undangan (wetferlike grodslag). Dengan landasan ini, undang-undang dalam
arti formal dan UUD sendiri merupakan tumpuan dasar tindak pemerintahan. Dalam
hubungan ini pembentuk undang-undang merupakan bagian penting negara hukum.

2. Pembagian kekuasaan: syarat ini mengandung rakna bahwa kekuasaan negara tidak
boleh hanya bertumpu pada satu tangan.

3. Hak-hak dasar {(grondrechsten): hak-hak dasar merupakan sasaran perlindungan
hukum bagi rakyat dan sekaligus membatasi kekuasaan pembentukan undang-undang.

4. Pengawasan Pengadilan: bagi rakyat tersedia sauran melalui pengadilan yang bebas
untuk menguji keabsahan tindak pemerintahan (reciatmatigheids toetsing )."°

Adapun fandasan hukum pengaturan kesejahteraan Lansia yakni
sebagaimana berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

2. Undang -Undang RI No.13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut
Usia.

3. Undang -Undang RI No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
(HAM).

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang
Bangunan Gedung

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tertang Sistem Jaminan Sosial
Nasional

7. Undang - Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan
Sosial.

8. Undang-Undang Republik indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik '

9. Undang - Undang R! Nomor 36 Tahun 2002 Tentang Kesehatan.

? Komisi Nasional Lanjut Usia, Op.c#, hal. 3.
' Philipus M. Hadjon, ide Negara Hukum, hal 4.

. .
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10.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang
Penanganan Fakir Miskin

11.Peraturan Pemerintah RI No. 43 Tahun 2004 Tentangpelaksanaan Upaya
Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia

12. Peraturan Pemerintah R! No. 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial

13. Keputusan Presiden No. 52 Tahun 2004 Tentang Komisi Nasional Lanjut
Usia.

14. Keputusan Menkokesra No.15/Kep/Menko/Kesra/IX/1994 Tentang Panitia
Nasional Pelembagaan Lanjut Usia Dalam Kehidupan Bangsa.

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2007 Tentang Pedoman
Pembentukan Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu.

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2007 Tentang
Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun

2007 Nomor 4 Seri E)

17.Rencana Aksi Nasional {(RAN) Untuk Kesejahteraan Lanjut Usia 2003-
2008 Dan 2009-2014.

Atas hal tersebut nyatalah pemerintah daerah mempunyai peran utama dalam

mewujudkan pemberdayaan lansia sedasar dengan peraturan perundang-undangan
tersebut di atas.

Bahwa tanggung jawab konstitusi yang diemban oleh pemerintah daerah
tersebut dalam rangka untuk memberikan perlindungan sosial terhadap lansia.

Pendekatan berbasis hak (right based approach) memberi pesan jelas bahwa isu utama yang
dihadapi pembangunan sosial, khususnya kebijakan sosial di Indonesia adalah disatu sisi,
jumiah penduduk Indonesia yang hidup dalam kemiskinan masih sangat besar, sementara

itu, di sisi lainnya, negara belum mampu memberikan parlindungan sasial (social protection)
yang memadai bagi para Lansia."’

Perlindungan sasial dapat didefinisikan sebagai segala bentuk kebijakan dan intervensi public
yang dilakukan untuk merespon beragam resiko, kerentanan dan kesengsaraan, baik yang
bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial, terutama yang dialami oleh mereka yang hidup dalam
kemiskinan, Karakter atau nuansa “publik” dalam definisi ini menunjuk pada tindakan kolektif,
yakni penghimpunan dan pengelolaan sumber daya berdasarkan prinsip gotong-royong dan
kebersamaan, yang dilakukan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah, non-pemerintah,
maupun kombinasi dari kedua sektor tersebut. 2

Selanjutnya  mengenai peran serta masvarakat dalam mewujudkan
kesejahteraan sosial terhadap lanjut usia merupakar salah satu implementasi dari
asas keterbukaan-dalam penyelenggaraan negara.

"' Edi Suharto, Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di irndonesia Menggagas Model Jaminan
Sosial Universal Bidang Kesehatan, Alfabeta, Bandung, 2009, hat.41

" |bid, hal.42
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Peran serta: masyarakat adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan
penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kelusi, dan nepotisme yang
dilaksanakan dengan menaati norma hukum, moral, dan sosial yang berlaku dalam
masyarakat. (Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Rl No. 68 Tahun 1899 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara)

Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam

penyelenggaraan kesejahteraan sosial {Pasal 1 angka 1 Pasal 38 Undang-Undang RI No. 11
Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial)

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat berupa
pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau

fasilitas untuk penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. (Pasal 52 Peraturan Pemerintah RI
No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial)

Dalam perjalanan kehidupan berbargsa dan bemegara, kedudukan, hak dan

kewajiban lansia sama dengan warga negara Indonesia yang lainnya sebagaimana
tertuang dalam UUD 1345,

Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Mala Esa dengan seperangkat hak yang menjamin
derajatnya sebagai manusia. Hak-hak inlan yang kemudian disebut dengan hak asasi
manusia, yaitu hak yan:g diperoleh sejak kelahirannya sebagai manusia yang merupakan
karunia Sang Pencipta. ™ Karena setiap manusia diciptakan kedudukannya sederajat dengan
hak-hak yang sama, maka prinsip persamaan dan kesederajatan merupakan hal utama
datam interaksi sosial. Namun kenyataan menunjukan bahwa manusia selalu hidup dalam
komunitas sosial untuk dapat menjaga derajat kemanusiaan dan mencapai tujuannya. Hal ini
tidak mungkin dapat dilakukan secara individual. Akibatnya, muncul struktur sosial.
Dibutuhkan kekuasaan untuk menjalankan organisasi sosial tersebut.

Adapun hak-hak Lansia yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar
1945 khususnya Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 huruf H ayat (3), Pasal 34 ayat {1)
dan (2) mengatur mengenai hak-hak. Warga Negara dalam mewujudkan

kesejahteraan sosial, yaitu :

a. Pasal 27 ayat (2)

" Tiap-tiap warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
bagi kemanusiaan *

b. Pasal 28 huruf C ayat (1)
" Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya,
berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari iimu pengetahuan dan

" Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
mendefinisikan “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekaf pada hakikat keberadaz?-'n
manusfa sebagal makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib
dihormati, dijunjung tinggi, dan difindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi
kehormatan serta perfindungan harkat dan martaba' manusia’. Lembaran Negara Rl Tahun 1999 No.
165, Tambahan Lembaran Negara Rt No. 3886. .

" Jimly Asshiddigie, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, Materi yang disampaikan dalam
studiumn general pada acara The 1* National Converence Corporate Forum for Community
Development, Jakarta, 19 Desember 2005, hal 2.
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teknologi, seni dan budaya, demi kuaiitas hidLpnya dan demi kesejahteraan umat
manusia”

c. Pasal 28 huruf H ayat (2)
"Setiap orang berhak mendapat

kemudahan dan perlakuan khusus un-uk memperoleh kesempatan dan manfaat yang
sama guna mencapai persamaan dan keadilan®

d. Pasal 28 huruf H ayat (3)

“ Setiap orang berhak atas Jaminan Sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya
secara utuh sebagai manusia yang bermartabat “.

o

Pasal 34 ayat (1) _
" Fakir miskin dan anak-anak yang telantar dipelihara oleh negara ©

@

Pasal 34 ayat (2)

" Negara mengembangkan sistem jaminan Sosial bagi seluruh rakyat dan

memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat
kemanusiaan “,

Pasal-pasal dalam amanat konstitusi tersebut memberi penegasan bahwa setiap
warga Negara berhak atas kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya dan
pemerintah wajib melindungi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia dan
berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi setiap Lansia.

Kesejahteraan Lanjut Usia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik
material maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir
batin yang memungkinkan bagi setiap lanjut usia untuk mengadakan pemenuhan
kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi dir, keluarga, serta

masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusiz sesuai dengan

Pancasila (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan
Lanjut Usia)

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan materiai, spiritual, dan sosiai
warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat
melaksanakan fungsi sosiainya.

{Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 1% Tahun 2003 tentang “esejahteraan Sosial)

Dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi lansia tersebut
tentunya pemerintah daerah perlu kiranya memahami kebutuhan yang diperlukan
bagi lansia agar dapat hidup mandiri dan terjamin kesejahteraannya.

Adapun kebutuhan lansia yakni sebagai berkut :

Kebutuhan fisik meliputi sandang, pangan, dan papan;

2. Kebutuhan psikis yattu kebutuhan untuk dihargai, dihormati dan mendapatkan perhatian yang
lebih dari sekélilingnya

Kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan untuk berinteraksi dzngan masyarakat sekitar.

Kebutuhan ekonomi, secara ekonomi, meskipun tidak potensial lansia juga mempunyai
kebutuhan secara ekonomi sehingga harus ierdapat teberapa sumber pendanaan dari luar,
sementara untuk lansia yang potensial membutuhkan adanya keterampitan, UEP (Usaha
Ekonomi Produktif), bantuan modal dan penguatan kelembagaan.

—_
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5. Kebutuhan spiritual '*

Bahwa dengan memahami kebutuhan lansia tersebut dij atas, maka
Pemerintah Daerah, swasta, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan masyarakat

tentunya perlu kiranya menentukan format yang tepat dalam penanganan lansia.

Penanganan terhadap permasalahan lansia bisa dibedakan menjadi institusional dan non

institusional yang terdiri atas home care dan community care. Pada tataran institusional peran

Pelayanan homecare ini yang menentukan adalah peran keluarga dalam melakukan
perawatan dan pendampingan kepada lansia. Adapun kelebihan dari pelayanan
homecare tersebut yakni dari sisi psikis dimana lansia akan merasa lebih nyaman
tinggal dalam rumah yang ditunggui anak dan cucu, selain ity akan meringankan
pembiayaan yang harus dikeluarkan oleh keluarga. '’

Berbagai kebijakan dan program vang dijaiankan pemerintah diantaranya
tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan
Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia, yang antara lain meliputi:

1. Pelayanan keagamaan dan mental spiritual, seperti pembangunan sarana ibadah dengan
penyediaan aksesibilitas bagi lanjut usia:

2. Pelayanan kesehatan, melalui peningkatan upaya penyembuhan {kuratif), diperluas pada
bidang pelayanan geriatrik/gerontologik:

3. Pefayanan untuk prasarana umum, yaitu merdapatkan kemudahan dalamn penggunaan
fasilitas umum, keringanan biaya, kemudahan dalam melakukan perjalanan, penyediaan
fasilitas rekreasi dan olahraga khusus;

4. Kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum. seperti pelayanan administrasi
pemerintahan (Kartu Tanda Penduduk seumur hidup}, pelayanan kesehatan pada sarana
kesehatan milik pemerintah, pelayanan dan keringanan biaya untuk pembelian tiket
perjalanan, akomodasi, pembayaran paak, pembelian tiket rekreasi, penyediaan tempat

duduk khusus, penyediaan loket khusus penyediaan kartu wisata khusus, mendahulukan
para lanjut usia.

5. kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum, perlindungan sosial, dan bantuan sosial

Selanjutnya dalam upaya pencapaian keadilan dan kesejahteraan terhadap
Lansia tersebut, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab untuk memberikan
pelayanan publik sedasar dengan asas-asas good governance sebagaimana diatur

v ' HAA. Subijanto, et al, Op.cit, hal. 11
" ibid, hal. 8 - 10.

7 1bid, hal. 18,
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dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Pelayanan Publik.

‘Sistem Pemerintahan yang layak {Good governance) yang terwujud dalam penyelenggaraan
pemerintahan negara yang bersih, transparan, sartisipatif, dan yang memiliki akuntabilitas publik,
merupakan hal yang sangat menentukan berfungsinya supra struktur dan infra struktur politik
sesuai dengan ketentuan hukum yang dibuat secara demokratis. '® .

Karakteristik good governance menurut United Nations Development Programme adalah sebagai
berikut Participation; Rule of Law; Transparency; Responsiveness; Consensus orientation;

¥

Equity; Effectiveness and Efficiency; Accountability; Strategic Vision.'®
Pelayanan publik tersebut merupakan kebutuhan Negara dalam rangka

penyelenggaran kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat daiam

mewujudkgn welfare " state (Negara kesejahteraan) yang berorientasi pada
kesejahteraan rakyat.

Salah satu bentuk perhatian yang khusus terhadap lanjut usia adalah
terlaksananya pelayanan pada lanjut usia melalui kelompok (posyandu) lanjut usia
yang melibatkan semua lintas sektor terkait, swasta, LSM dan masyarakat.

Pelayanan kesehatan lanjut usia dimulai dari tingkat masyarakat di kelompok-kelompok lanjut
usia, dan pelayanan di sarana pelayanan kesehatan dasar dengan mengembangkan
Puskesmas Santun Lanjut Usia serta pelayanan rujukannya di Rumah Sakit. Pelayanan di
puskesmas lebih mengutamakan upaya p-omotif dan preventif tanpa mengabaikan upaya
kuratif dan rehabilitatif. Upaya promotif dan preventif dapat pula dilakukan di luar gedung
dengan melibatkan peran aktif masyarakat. Salah satu wadah yang potensial di masyarakat
adalah Posyandu Lanjut Usia yang dikembangkan oleh Puskesmas atay yang munegul dari
aspirasi masyarakat sendiri. Di beberapa daerah wadah tersebut menggunakan nama yang

berbeda-beda seperti: Karang Wredha, Pusaka, Posbindu (Pos Pembinaan Terpadu), Karang
Lanjut usia dan lain-lain.?

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Lanjut Usia adalah suatu wadah pelayanan kepada
lanjut usia di masyarakat, yang proses pembentukan dan pelaksanaannya dilakukan oleh
masyarakat bersama lembaga swadaya masyarakat (LSM). lintas sektor pemerintah dan non-
pemerintah, swasta, organisasi sosial dan lain-lain, dengan menitikberatkan pefayanan
kesehatan pada upaya promotif dan prevencif. Di samping pelayanan kesehatan, di Posyandu
Lanjut Usia juga dapat diberikan pelayanan sosial, agama, pendidikan, ketrampilan, olah raga
dan seni budaya serta pelayanan lain yang dibutuhkan para lanjut usia dalam rangka
meningkatkan kualitas hidup melalui peningkatan kesehatan dan 2k1esejahter:aan mereka.
Selain itu mereka dapat beraktifitas dan mengembangkan potensi diri,

A BPHN, Serﬁinar Hukum Nasional Ke Vi tentang Reformasi Hukum, hal .
" 1bid, hal 7.
*® Komisi Nasional Lanjut Usia, Op.cit, hal. 2-5.

2 bid, hal, 6.
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Dalam kegiatan Posyandu Iansia dibagi menjadi 10 tahapan pelayanan, yaitu -22

1. Pemeriksaan aktifitas kegiatan sehari-hari (activity of caily living) meliputi kegiatan dasar

dalam kehidupan seperti makan/minum, berjalan, mandi, berpakaian, naik turun tempat
tidur dan buang air.

2. Pemeriksaan status mental.Pemeriksaan ini berhubungan dengan mental emosional,
dengan menggunakan pedoman metode 2 menit,

3. Pemeriksaan status gizi melalui penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan
dan dicatat pada grafik indeks massa tubuh,

4. Pemeriksaan tekanan darah dengan menggunakzn tensi meter can stetoskop serta
penghitungan nadi selama 1 menit.
. Pemeriksaan hemoglobin.

5
6. Pemeriksaan adanya gula dalam air seni sebagai deteksi awal adanya penyakit gula.
7

. Pemeriksaan adanya zat putitt telur/pretein dalam  air seni sebagai deteksi awal adanya
penyakit ginjal. a

8. Pelaksanaan rujukan ke puskesmas bilamana ada keluhan dan atay ditemukan kelainan
pada pemeriksaan pada nomor 1 hingga 7.

9. Penyuluhan bisa dilakukan di dalam atau di luar kelompok dalam rangka kunjungan rumah

dan konseling kesehatan dan gizi sesuai dengan masalah kesehatan‘yang dihadapi oleh
individu dan/atau kelompok lanjut usia.

10. Kunjungan rumah oleh kader disertai petugas bagi kelompok usia lanjut yang tidak datang,
dalam rangka kegiatan perawatan kesehatan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas peran Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM), masyarakat, swasta dan keluarga memegang kendali utama
dalam mewujudkan lansia yang sehat, produktif dan mandiri. Hal ini mengingat
lansia sebagai aset bangsa yang harus diberdayakan yang sedasar dengan
kebijakan nasional dan internasional. Untuk ity peran yang sangat penting dan mulia
ini dapat diwujudkan dan dilaksanakan apabila upaya pembinaan, pemberdayaan
dan jaminan atas'aksesgpelayanan public, serta ruang terbuka bagi masyarakat
untuk berpartisipasi terhadap peningkatan‘ kesejahtaraan lansia tersebut tertuang

dalam Peraturan Daerah sebagai legitimasi dan jaminan kesejahteraan terhadap
pemberdayaan lansia.

1.2. Identifikasi Masalah

Dengan meningkatnya jumlah populasi lansia di Pemerintah Kota Surabaya
sebagai akibat dari meningkatnya umur harapan hidup waktu lahir menimbulkan
berbagai macam permasalahan yang kompleks yakni sosial, ekonomi, lingkungan,
pendidikan, dan kesehfatan. Oleh karena itu diperlukan upaya yang komprehensif,
terpadu, berkesinambungan mulai dari pemerintah di tingkat pusat maupun daerah
sampai ke tingkat desa. Selain itu partisipasi aktif nasyarakat sangat dibutuhkan

2 HAA. Subijanto, et al, Op.cit, hal, 19-20
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dan merupakan peran sentral yang sangat menentukan keberhasilan upaya
tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas permasalahan kesejahteraan _anjut usia baik

lanjut usia potensial, lansia tidak potensial, dan lansia teriantar capat dipetakan
sebagai berikut :

1. Bagaimana Pemerintah Daerah mewujudkan kesejahteraan sos al bagi lansia?

2. Apakah Pemerintah Kota Surabaya telah mengatur secara khusus mengenai

pelaksanaan hak atas kesejahteraan lanjut usia?

3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis

pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kesejahteraan Lanjut Usia?

4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup, pengaturan, jangkauan,

1.3.

dan arah pengaturan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah
Kesejahteraan Lanjut Usia ?

Tujuan dan Kegunaan

. Pembuatan Naskah Akademik {NA) ini ditujukan untuk memberikan justifikasi
logis bagi Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Lansia yang dilandasi
oleh argumen dan landasan berpikir baik yang bersifat kontekstual-
konseptual, maupun yuridis-formal.

. Dalam rangka implementasi asas negara hukum dan asas legalitas yang
mengedepankan legitimasi terhadap regulasi dan kekijakan bemerintah yang
berkaitan dengan kesejahteraan Lansia yang  bertujuan  untuk
memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya
kemandirian,dan kesejahteraan, terpeliharanya sistem nilai budaya dan
kekerabatan balxésa Indonesia, serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan
Yang Maha Esa. |

11
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1.4.

3. Legitimasi terhadap upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia
diselenggarakan berasaskan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa, kekeluargaan, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam
perikehidupan.

4. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia diarahkan agar Lansia tetap
dapat diberdayakan sehingga berperan calam kegiatan pembangunan
dengan  memperhatikan fungsi,  kearifan, pengetahuan, keahlian,
keterampilan, pengalaman, usia dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya
pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia.

3. Dalam hal ini populasi lanjut usia yang semakin bertambah banyak karena
perkembangan kemajuan imu pengetahuar dan teknologi sehingga /ife
expectancy (umur harapan hidup) meningka:. Oleh karena ity regulasi dan
kebijakan pemerintah tentang kesejahteraan lansia yang dituangkan dalam

Peraturan Daerah mempunyai peranan sangat penting sebagai jaminan
pelaksanaan hak-hak warga Lansia.

Metode

Dengan menimbang bahwa tataran persoalan yang dikaji ini adalah {1
tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kesejahieraan lansia,
(2} Akses dan jamiran atas pelayanan publik dalam mewujudkan Kesejahteraan
Lansia sedasar dengan asas good governance. (3) Ruang terbuka bagi LSM
(Lembaga Swadaya Masyarakat), swasta, masyarakat dan keluarga untuk
berperan serta dalam mewujudkan kesejahteraan lansia sebagai -ealisasi asas
ransparansi, (4) Kartu Tanda Anggota sebagai jaminan bagi Lansia untuk
memperoleh hak atas kesejahteraan, (5) Posyandu dan Karang Werda sebagai
wadah pemberdayaan dan berorganisasi bagi lansia dan membuat peraturan
dart yang sebelumnya belum ada menjadi ada, maka metode yang digunakan
dalam penyusunan naskah akademik ini adalah metode yuridis empiris atau
sosiolegal. Metode vuridis empiris adalah penelitian yang diawali dengan
penelitian normatiQe atau penelaah terhadap peraturan perundang-undangan
(normatif) yang ' dilanjutkan dengan observasi yang méndalam serta
penyebariuasan kuestioner untuk mendapatkan data nonhukum yang terkait dan
berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti. Dalam
kajian akademik ini dipaparkan data statistik mauoun kuantitatif.

12
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BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis

Bahwa landasan teoritik dalam penyusunan  Peraturan Daerah tentang
Kesejahteraan Lanjut Usia ini berpijak pada beberapa konsep teori yang
menegaskan jaminan legitimasi hak atas lanjut usia untuk mendapatkan
kesejahteraan sosial, perlindungan sosial, keadilan sosial dan perlindungan hukum,
serta tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan publik bagi
lanjut usia dengan menyediakan aksesibilitas dan fasilitas yang memudahkan lansia
untuk hidup secara mandiri dan produktif. Selanjutnya adanya ruang partisipasi
publik bagi masyarakat, LSM (Lembaga Swada Masyarakat), dan swasta untuk

mendukung terlaksananya jaminan pelaksanaan hak-hak lansia.

Konsep dasar Hak

Bahwa manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani
yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang
buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam
menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia
memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Di
samping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan
untuk bertanggungjawab atas semua tindakar yang dilakukannya.

Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia
yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha
Esa. Hak-hak ini tidak boleh diingkari. Pengingkaran terhadap hak tersebut berarti
mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara, pemerintah atau
organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak
asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Hal ini berarti bahwa hak asasi
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manusia harus selalu menjadi titik tola<, dan tujuan dalam penyelenggaraan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa. dan bernegara.

Dalam literature dikemukakan bahwa hak berdasarkan hukum (legal
right) dibedakan dari hak yang timbul daripada norma lain 2 Menurut Paton, hak

berdasarkan hukum biasanya diartikan sebagai hak yang diakui dan dilindungi
oleh hukum 2

Konsep Hak Asasi Manusia

Konsep dasar hak asasi manusia sebagaimana dalam Universal
Declaration of Human Right's Preambule 1948 dinyatakan bahwa

Recognation of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all

members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the
world

Kepentingan paling mendasar dari setiap warga negara adalah
perfindungan terhadap hak-haknya sebagai manusia.

Fak asasi manusia merupakan materi inti dari raskah undang-undang dasar negara
modern. Hak Asasi Manusia (HAM), adalah seperzngkat hak yang melekat pada hakikat
dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Allah SWT dan merupakan anugerah-
Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, kerajaan,
dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.®®
Artinya, yang dimaksud sebagai hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri
setiap pribadi manusia. Karena itu, hak asasi manusia (the human rights) itu berbeda
dari pengertian hak warga negara (fhe citizen's rights). Namun, karena hak asasi
manusia itu telah tercantum dengan tegas dalam LJUD 1945, sehingga ju%a telah resmj
menjadi hak konstitusional setiap warga negara atau “constitutional rights” *7

“ Paton, G.W., A Textbook of Jurisprudence, English Lznguage Book Society, Oxford
University Press, London, 1872.

* Ibid.

* Majda EI Muhtaj, Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial: dan Budaya,
Rajawali Press, Jakarta, 2008, hai. 1.

* Lihat Pasal 1 angka 1 UU No. 38 Tahur 1999 tentany Hak Asasi Manusia, dan UU No. 26
Tahun 2000 tentang Pengadilan Mak Asasi Manusia.

a Jimly Asshiddigie, Hak Konstitusional Perempuan dan Tantangan Penegakannya,
Disampaikan Pada Acara Dialog Publik dan Konsultasi Nasional Komnas Perempuan “Perempuan
Dan Konstitusi Di Era Ctonomi Daerah: Tantangan Dan Penyikapan Bersama”, Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia, Jakarta, 27 Nopember 2007, hal. 1.
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Pada sisi yang lain keberadaan jaminan hak-hak atas individu tidak
sepenuhnya berada di bawah kekuasaan negara, namun terbatas dari hak-hak
yang diperjanjikan oleh negara dalam kenstitusinya.

John Locke berpendapat bahwa manusia tidaklzh sezara mutlak menyerahkan hak-hak
individunya kepada penguasa. Yang diserahkan, menurutnya, hanyalah hak-hak yang
berkaitan dengan perjanjian negara semata, sedangkan hak-hak lainya tetap berada
pada masing-masing individu,,

Pengertian-pengertian mengenai  hak warga negara juga harus
dibedakan pula antara hak konstitusional dan hak legat.

Hak konstitutional (constitutional rights) adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan
oleh UUD 1845, sedangkan hak-hak hukum {legal rights) timbui berdasarkan jaminan
undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahrya (subordinate
legisiations). Setelah ketentuan tentang hak asasi manusia diajopsikan secara
lengkap dalam UUD 1945 pengertian tentang hak asasi manusia dan hak asasi
warga negara dapat dikaitkan dengan pengertian *constitutional rights” yang dijamin
dalam UUD 1945. Selain itu, setiap warga negara Indonesia memiiiki juga hak-hak
hukum yang lebih rinci dan operasional yang diatur dengan undang-undang ataupun
peraturan perundang-undangan lzin yang lebih rendah. Hak-hak yang lahir dari

peraturan di luar undang-undang dasar disebut hak-hak hukum {legal rights), bukan
hak konstitusional (constitutional rights).*

Dalam hal ini hak konstitusional (constitutional rights) yang dimiliki oleh lanjut usia
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yakni sebagai berikut :

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28D Ayat (1)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil
serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

* John Locke, An Essay Concerning the true original Extent and of Civil Government,
chapter Vill, dalam Saxe Coming and Robert N. Linscott (eds), Man and the state: The Political
Fhilosophers, Modem Library, Random House, 1953, hal. 111,

# Lihat Perubahan Kedua UUD 1945 pada tahun 2000.

*Jimly Asshiddigie, Op.cit, hal, 1.
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Pasal 28 H

(1). Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batan, bertempat tinggal, clan mendapatkan
lingkungan hidup yang bail dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan,

(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk

memperoteh kesempatan dan manfaat yang sama guna nencapai

persamaan clan keadilan.

(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan

pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Bahwa legitimasi hak lansia tersebut sudah sepatutnya negara dalam

melindungi dan memberikan jaminan atas hak-hak dasar warga negara tanpa
diskriminasi.

Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung
ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaar manucia atas dasar agama, suku,
ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa,
keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan
pengakuan. pelaksanaan atau pengcunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar
dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum,

sosial, budaya. dan aspek kehidupan lainnya. (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).

Perilaku tidak adil dan diskriminatif tersebut merupakan pelanggaran
hak asasi manusia, baik yang bersifat vertikal (dilakukan oleh aparat negara
terhadap warga negara atau sebaliknya) maupun horizontal (antar warga
negara sendiri) dan tidak sedikit yang masuk dalam kategori pelanggaran hak

asasi manusia yang berat (gross violation of human rights).

Hak Asasi Manusia dan perlembagaan merupakan implementasi dari
prinsip fegalitas dan prinsip negara hukum demakrasi. Penghormatan hak-hak
asasi manusia diatur secara tegas di dalam perlembagaan. Selain itu kewajiban

negara untuk menjamin serta melindungi hak asasi manusia warganya.

Penghormatan terhadap hak asasi manusia mengandung arti bahwa
negara melindungi pelaksanaan hak-hak asasi manusia sebagaimana telah
dimuat dalam undang-undang dasar negara moderm.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan

keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Allah SWT dan msrupakan anugerah-
Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi ofeh negara, hukum,
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kerajaan, dan setiap orang, demi kehormatan sera perlindungan harkat dan martabat
s 31
manusia.

Hal ini mempunyai makna bahwa hak asasl manusia adalah hak yang melekat pada diri
setiap pribadi manusia. Kerana itu, hak asasi manusia (the hurnan rights) itu berbeda
dari pengertian hak warga negara (the citizen's rights). Namun, karena hak asasi
Manusia itu tefah tercantum dengan tegas dalam 1JUD 1945, sehingga juga telah resmi
menjadi hak konstitusional setiap warga negara atau “constitutional rights”

Dasar keberadaan hak asas; manusia diatur dalam konstitusi sebagai
implementasi asas legalitas asas negara demokrasi.

Karena konstitusi adalah kesepakatan umum ata. persetujuan (consensus) di antara
mayoritas rakyat mengenal bangunan yang diicealtkan berkenaan dengan negara.
Konstitusi merupakan konsensus bersama atac general agresment seluruh warga
negara. Organisasi negara ity diperlukan oleh warga masyarakat politik agar

- kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau dipremosikan melalui pembentukan
dan penggunaan mekanisme yang disebut negara ™

Konsep Keadilan

Keadilan merupakan tujuan, keinginan, cita-cita, dan harapan semua
orang dalam mengarungi kehidupan.

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah sebuah kualitas tatanar masyarakat yang
mengatur hubungan antara secara timbal balik antarg manusia, yang mungkin
diwujudkan, walau tidak selaly harus terwujug. Selanjutnya keadilan adaiah sebuah
norma manusia, bila tingkah lakunya sesuai dergan norma-norra sebuah tatanan
Masyarakat yang dipandang adil. Bila tatanan masyarakat mergatur tingkah laku
anggota-anggotanya dengan cara yang dapat memuaskan semua orang, maka nilai
"Ah keadilan sudah tercapai. Dengan kata lain keadiian merupakan kebahagiaan sosial
A

> Lihat Pasal 1 angka 1 UU No, 39 Tahun 1993 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No. 26
Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

“Jimly Asshiddiqie, Op cit, hal. 1.

' * William G. Andrews, misalnya, dalam bukunya Corstitutions and Constitutionalism 3rd
edition, menyatakan: “The members of a political community have by definition, commaon fnter.e‘sts
which they seek to promote ar protect through the creation and use of the compulsory political
mechanisms we call the State”, van Nostrand Company, New Je-sey, 1968, hal. €.

M. Karsayuda, Perkawinan Beda Agama Menakar Nila:-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum
isfam, hal. 27.
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Aristoteles berpendapat keadilan sebagai keutamaan umum yaitu

ketaatan pada hukum alam dan hukum  positif can kedutamaan moral khusus.
Sebagai keutamaan khusus keadilan ditandai dengan sifat-sifat:

1. Keadilan menentukan bagaimanaxah hubungan yang baik antara orang yang satu
dengan yang lain. :

2. Keadilan berada i tengah dua ekstrim. yaitu ketika mengejar keuntungan

diusahakan tercipta keseimbangan, jangan hanya mengutamakan sihaknya sendiri
dan jangan pula mengutamakan pihak lain.

3. Untuk meremukan dimana letak keseimbangan yang tepat antara o’ang-orang yang
digunakan sebagai kesamaan; kesamaan dihitung secara aritmatis dan geometris.

Thomas memilah keadilan menjadi :*

1. Keadiian distributive (iustitia distributive) menyangkut hal-hal umum, seperti jabatan
dan pajak yang harus dibagi menurut kesamaan geometris.

2. Keadilan tukar menukar (iustitia commutative} dalam transaksi barang seperti juat
beli, ukurannya bersifat aritmatis. fustitia vindicativa {keadilan balas dendam) tidak

dibicarakan Thomas secara eksplisit, mungkin kead lan inj termasuk dalam keadilan tukar
menukar ini.

3. Keadilan legal (jus legalis) yang menyangkut keseluruhan hukum, sehingga dapat
dikatakan bahawa kedua keadilan di atas terkandung dalam keadaan legal. Keadilan
legal ini menuntut Supaya crang tunduk pada semua undang-undang, kerana undang-
undang merupakan implementasi dari kepentingan umum. Oleh karena mentaati hukum
sama dengan bersikap baik dalam segala hal, maka keadilan legal tersebut juga

keadilan umum (iustitia generalis), sebuah parcangan yang mengikuti padangan
Aristoteles.

Para ahli hukum membahas keadilan dengan hubungannya dengan
norma hukum (legal Justice), moral (moral justice) dan sosial (social justice).
Dari pembagian ini muncut sebuah pertanyaan apakah terdapat perbedaan
antara keadilan hukum, keadilan moral, dan kezdilan sosial/masyarakat itu,

1. Legal Justice

Legal justice dapat dilihat dari dari peraturan perundang-undangan yang berlaku
dari putusan hakim pengadiian. Legal/ justize mencerminkan keadilan hukum
negara dalam bentuk formal. Adi| tidaknya sebuah peraturan perundang-undangan
atau putusan seorang hakim sangat ditentukar oleh representasi cari moral justice
dan sociaf justice. Karena ity penekanan keadi an dapat difokuskan pada pendapat
mayoritas. Keadilan yang dirasakan cleh mayoritas penduduk aapat dipandang
sebagar keadian yang mewakili masyarakat s2=ara umum *

2. Moral justice

* Theo Hujibers, Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hal. 39-
43,

* M. Karsayuda, Op.cit. hal. 39,
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Moral justice adalah keadilan yang ditegak<an berdasarkan moralitas. Moralitas
adalah standar baik dan buruk Moralitas adalah standar baik dan buruk. Moralitas
berasal dari berbagai sumber. Sumber meralitas terpenting aaalah agama. Agama

mengajarkan tentang norma baik dan buruk, benar dan tidak benar, adil dan tidak
adil. >’

3. Social Juctice
Social Juctice berhubungan dengan demokrasi dafam bidang ekonomi. Nilai dasar
ﬂ.\ keadilan adalah martabat manusia sehingga prinsip dasar keadilan itu adaiah
> . penghargaan itu adalzah penghargaan atas martabat dan hak-hak yang melekat
\'\_ padanya. Keadilan distributive, procedural dzn interaksional adalah bagian penting
dari keadilan sosial. Keadilan prosedural dapat dilihat dari enam aspek yaitu
% Konsistensi, Minimalisasi bias, Informasi yang akurat, Dapat diperbaiki,
Representatif dan berdasarkan Standar Etika

Konsep Keadilan Sosial

Notohamidjojo mengemukakan pokok-pokok tentang keadilan sosial
sebagai berikut -

Keadilan sosial iatah keadilan yang memberikzn kepada masing-masing bagiannya,
dalam segala hal kegialan kebudayaan dalam masyarakat. Keadilan sosial
memberikan kepada masing-masing bagiannya dalam bidang ekenomi, perhubungan
sosial, politik dan kebudayaan pada urnumnya.

Keadilan sosial menuntut Supaya menusia hidup dengan layak dalam masyarakat.
Masing-masing harus diberi kesempatan menurut menselijke waardigheid (kepatutan
manusia). Dengan perkataan lain, maka keadilan sosial menuntut perkembangan

keggdayaan yang meninggi dan meluas, dan keadilan dalam pembagian kebudayaan
itu.

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, “Keadilan sosial adalah suatu prinsip yang
menyatakan secara normative behwa -~ atau suaty  situas: sosial  yang
menggambarkan keadaan bagaimana - setizp warga masyarakat memperoleh
kesejahteraan yang cukup dan sepadan dengan usaha. kebutuhan, dan martabat
kedudukannya di dalam masyarakat."’

Kedua perumusan di atas baik yang dikemukakan oleh Notohamidjojo
. dan Soetandyo terdapat persamaan yang paling esensial di dalam keadilan

sosial. Kecuali menjelaskan  arti keadilan sosial bagi setiap warga

" |bid, hat. 41

W Faturochman, Keadiian Perspektif Psikologi. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, hal. 19.
' 0. Notohamidjojo dalam Rahasia Hukum oleh W.F. dz Gaay Fortman, BPK Gunung‘ Mulia,
Jakarta, 1973, hal. 9-10. Lihat juga Sumargononugrcho, Sistens intervensi Kesejahteraan Sosial,
Hanirdita, Yogyakarta, 1684, hal. 87

@ Soetandyo Wignjosoebroto, “Keadilan Sosial : sebuah perbincangan tentang kebutuhan

golongan miskin, dan apa yang dapat diperbuat oleh hukum untuk memenuhinya’, Majalah llmiah
Fakultas Sosial Universitas Airlangga, Tahun 1., No. ; April —Juni 1981, hal. 1.
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masyarakat dan memperbincangkan persoalan-persoalannya, Soetandyo
dalam salah satu pokok pembahasannya mengedepankan persoalan

distribusi pendapatan nasional distribusi kesempatan untuk memperoleh
sebagian dari pendapatan nasioanal.*'

Konsep Tanggung Jawab Negara

Negara harus mendorong dan melindungi masyarakat yang bebas,
demokratis dan adil guna menciptakan sebuah lingkungan yang damai, stabil dan

memampukan secara ekonomi, social dan Kultura, individu dan keluarga secara
bebas dan bermartabat.

1. Negara harus mendorong demokrasi. aturan hukum, pembangunan berkelanjutan
dan pemerintahan yang baik, dan mendorong serta melindungi hak asasi dan hak
dasar guna memberdayakan individu dan masyarakat madani.

2. Negara wajib memfasilitasi akses dan sumberdaya secara berkelanjutan, tidak
diskriminatif, dan aman sejalan dengan perundang-undangan nasional dan
international serta melindungi asset yang penting bagi kelangsungan hidup
masyarakat, Negara juga wajib menghormati dan melindungi atas sumberdaya
seperti tanah, air, hutan, perikanar. dan ternak tanpa diskriminasj,*?

Tanggung jawab negara dalam menghormati, melindungi dan memenuhi hak
asasi manusia tidak terlepas dari enam prinsip-prinsip pokok hak asasi manusia yang

merupakan rumusan dasar dan acuan standar dalam pelaksanaan hak asasi manusia,
yaitu; *°

1. Universal dan tidak dapat di cabut (universal and inalienabiity), HAM merupakan hak
yang melekat diiliki oleh selurh umat manusia di dunia memilikinya. Hak-hak tersebut
tidak bisa di serahkan secara sukarela ataupun dicabut

2. Tidak bisa dibagi (Indisbllity) HAN. baik sipil, social, budaya dan ekonomi semuanya
Inheren, menyatu sebagai bagaian dari harkat dan bartabat manusia yang tidak bisa
dipisahkan.

3. Saling bergantung dan berkaitan (interdependence and interecelation) baik secara
keseturuhan aupun sebagaian, pemenuhan dari satyu hak seringkali bergantung pada
hak-hak lainya.

4. Kesetaraan dan non diskriminasi (Equality and non discrimination}, Setiap individu
sederajat sebagai umat manusia dan memilki kebaikan yang Inheren dalam harkat

*' bid, hal. 2.

* plfredo Sfeir-Younis et. al., Pangan Dan Hak Asasi Manusia Dalam Pembangunan,
Terjernahan dari Buku Food And Human Rights In Development Penerjemah Henry Thomas
Simarmata, Terbitan Indonesia Human Rigrhts Committee for Social Justice, Jakarta 2011. Hal. 826-
827.

“Adnan Buyung Nasution, et.al., Instrmen International Pokok Hak Asasi Manusia. Yayasan
Obor Indonesia, Yayasan bantuan Hukum Indonesia, Kelompok Kerja Ake Arif, Jakarta, 20086,
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dan marabat masing-masing. Setiap manusia berhak sepenuhnya atas hak-haknya
tanpa ada perbedaan dengan alasan apapun, seperti alasan perbedaan ras, warna
kuiit, etnis, usia bahasa, agama, dan pandangan lainya, kewarganegaraan dan latar
belakang sosial, cacat dan kekurangan tingkat kesejahteraan, kelahiran, status sosial
lainya.

5. Partisipasi dan koniribsi (Participation and contribution), Sstiap oang dan seluruh
masyarakat berhak untuk berperan aktif sebebasnya dan berarti dalam partisipasi
dan berkontribusi untuk menikmati kehidupan pembangunan baik sip!, politik,
ekonomi soeial dan budaya.

8. Tanggung jawab negara dan penegakan hukum (stafe responsibility) adalah negara
bertanggung jawab untuk mentaati HAM dalam hal ini mereka harus tunduk pada
narma-norma hukum stadar yang tercanmium dalam instrumen-instrumen  HAM,
Seanainya negara gagal dalam melaksanakan tanggung jawabnya, maka pihak-pihak
yang dirugikan berhak untuk mengajukan tuntutan secara layak yang sesuai aturan
prosedur hukum yang berlaku.

Konsep Kesejahteraan Sosial

Pengertian masalah kesejahteraan sosial pada dasarnya tidak berbeda
dengan masalah sosial. Pandangan tradisional tentang timbulnya masalah
tersebut berpangkal pada sebab-sebab individu endiri {instrinsik) dan dari luar
individu (ekstrinsik). Masalah yang semula menggambarkan masalah individu
{kondisi individu) kemudian menjadi masalah yang menjelaskan kondisi dari
system dimana masyarakat hidup. Selanjutnya pandangan pandangan
diarahkan pada struktur yang menghalangi kesempatan.

Menurut Ernest Burgess yang menyatakan bahwa teori tentang masalah sosial dalam
perkembangan sosiologi dapat dikelompokkan menjadi lima, yaitu :*

Masalah sosial sebagai patologi organik individual.

Masalah sosial sebagai patologi sosial.

Masalah sosial sebagaio disorganisasi personai dan sosial,

Masalah sosial sebagai konflik-kanflik nilai.

Masalah scsial sebagai proses.

el N

Pada hakikatnya permasalahan kesejahteraan sosial berpangka! pada
hambatan-hambatan dalam pemenuhan lkebutuhan, yakni daripengaruh

. sosial ekonomik serta penggunaan iimu serta teknologi dalam kehidupan

manusia.

Adapaun § jenis hambatan yang merupakan dasar daripada masalah kesejahteraan
sosial yaitu ;

1. Ketergantungan ekonomi

2. Ketidakmampuan menyesuaikan diri

“ Ernest Burgess, “Some Problems d Social Processes” dalam Human Behavior And Social
Processes: An Internis Approach, ed Arnold M. Rose (Boston : Houghton Mifflin, 1962), hal. 382-383.
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3. Kesehatan buruk

4. Kurang atau tidak adanya pengisian wak:u senggang dan sarana rekreasi
5.

Kondisi sosial, penyediaan dan pengelclaan pelayanan sosial yang kurang
atau tidak baik.

Menurut Dora Peyser menyatakan masalah kesejahteraan sosial yang bersumber
pada keadaan tidak berdaya ini meliputi -*°
a. Keadaan tidak berdaya alamiah (natural helplessness), misalnya masa
kanak-kanak dan masa lanjut usia. ‘
b. Keadaan tidak berdaya secara fisik {physical helplessness) karena sakit
cacat, dan wanita yang mengandung serta melahirkan anaknya.

C. Keadaan tidak berdaya sosial (social heiplessness) misalnya janda, anak
yatim piatu dan orang asirg.

Berkaitan dengan pengertian kesejahteraan sosial dalam konteks
Institusional, Arthur Dunham, seorang guru besar “Community Organization”
dari School of Social Work, University of Michigan, menjelaskan bahwa
kesejahteraan sosial merupakan suatu bidang usaha kemanusiaan yang fuas

dan  mencakup jenis-jienis  badan organisasi serta bermacam-macam
pelayanan.

Arthur Dunham mengemukakan perumusannya sebagai berikut *®

Social welfare may be defined as organizec activities for the promation of social
well-being through helping people to meet needs in such areas as family ang
child life, helath social adjustment, leisure time, standards of hving, and social
relationships. Social welfare services are zencerned with individuals, groups,
communities, and larger popuiation unifs; these services inciude care, freatment,
and prevention.

Kesejahteraan sosial dapat didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan yang
terorganisasii dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial
melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-
kebutuhan di dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anaka,
kesehatan, penyesuaian sosial. waktu senggang, standar-standar kehidupan,
dan hubungan-hubungan sosial Pelayanan kesejahteraan sosial memberikan
perhatian utama terhadap individu-individu, kelompok-kelompok, komunitas-
komunitas, dan kesatuan-kesatuan penduduk yang lebih luas; pelayanan ini
mencakup pemeliharaan atau perawatan, penyembuhan dan pencegahan.

Walter A. Friedlander menyatakan, konsep Keseiahteraan sosial
sebagai berikut :

“social welfare” is the organized system of social services and institutions, designed
to aid individuals and groups to attains satisfying standars of life and health. and
personal and social relationships which permit them fo develop their full capacities

“* Dora Peyser, The Strong and The Week : A Sociological Study, Currawong Publication,
Sydney, 1951, hal. 2-5.

“ Arthur Dunham, Communirty Welfare Organization - Principles and Practice, Thqmas
Thomas Thomas Y. Crowell Co, New York, 19685, hat. 5 Lihat juga Sumargononugroho, Sistemn
Intervensi Kesgjahteraan Sosial, Hanindita, Yogyakarta, 1984, hal. 28-29.
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and to promate their weli-being in harmony with the needs of their families and the
community.*

Kesejahteraan sosial adalah sebuah system vang terorganisasi dari pelayanan-
pelayanan sosial dan lembaga-lembaga, yang bermaksud untuk membantu individu-
individu dan kelompok-kelompok agar mencapai standar-standar kehidupan dan
kesejahterazn yang memuaskan, serta hubungan-hubungan perorangan dan sosial
yang memungkinkan mereka memperkemtangkan segenap Kemampuan dan

meningkatkan kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga
maupun masyarakat.*® :

Menurut  Perserikatan Bangsa 3angsa dinyatakan bahwa
kesejahteraan sosial adalah -

..an organized activity that aims at helping towards a mutual adjustment of individuals
and their social environment. This objfective is achieved through the use of fechnigues
and methods which are designed tc enable individuals, groups and communities to
meet their needs and solve their problems of adiustment to a changing pattern of
society, and through cooperative action to imprcve economic and social condition. *

...Suatu kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan membantu penyesuaian timbale
balik antara individu-individu dalam lingkungan sosial mereka. Tujuan ini dicapai
secara seksama melalui teknik-teknik dan matode-metode dengan maksud agar
supaya memungkinkan individu-individu, kelompok-kelempok, maupun komunitas-
komunitas memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan memecahkan masalah-masalah
penyesuain diri mereka terhadap perubahan pola-pola masyarakat, serta melalui
tindakan kerjasama untuk memperbaiki kendisi- <ondisi e<onomi dan sosial.

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial dinyatakan, '

Kesejahteraar Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan
sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri,
sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. (Fasal 1 angka 1 Undang-Undang
No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial)

Kesejahteraan adalah suaty tata kehidupan dan penghidupan sasial baik material
maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman
fahir batin yang memungkirkan bagi setiaz warga negara untuk mengadakan
pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaikbaiknya bagi dir,

" Walter A. Friendlander, /ntroduction to Social Weilfara. 3th. Ed{Englewood Clifft, New _
Jersey : Prentice-Hall, Inc., 1968) hal. 13.{Lihat juga Lihat juga Eumargononugroho, Sistem Intervensi
Kesejahteraan Sosfal, Hanindita, Yogyakarta, 1984 hal. 31)

* Sumargononugroho, Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial, Hanindita, Yogyakarta, 1984,
hal, 31.

** United Nations Report, “Factor Affecting the Administration of Social Services” dalam A
Reader and Social Administration ed A.V.S. Loch head, Constatle, London, 1968, hal. 40-41 . Lihat
juga Sumargononugroho, Sistem intervensi Kesejahteraan Sosial, Hanindita, Yogyakarta, 1984, hal.
32.
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keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi
manusia sesuai dengan Pancasila. (Pasal 1 angkz 1 Undang-Undang No. 13 Tahun

1988 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia)

Adapun tujuan utama darj kesejahteraan sosial yakni system

) maintenance, system control, dan system change™

1.

3.

Systen: maintenance

Leonard Scheneiderman, menyatakan tujuan system ini mencakup pemeliharaan

dan menjaga kesinambungan atau kelangsungan keberadaan serta tata nilai-nilai

sosial, yang dalam hal ini berhubungar dengan ;

1. pengertian dasar tentang arti dan tujuan kehidupan

2. motivasi untuk mempertahankan kelangsungan hidup individu dan kelempck

3. Norma-norma untuk menampikan peranan berdasarkan umur dan jenis
kelamin.

4. norma-narma yang berhubungan dengan produksi dan distribusi barang serta
pelayanan

5. nofma-norma tentang pemecahan konflik dan semacamnya

Untuk mencapai tujuan ini dapzat dilaksanakan dangan kegiatan yang berupa :

a. Kegiatan-kegiatan untuk mensosialisasikan anggota-anggota masyarakat agar
dapat inenerima nilai-nilai yang berlaku:

b Peningkatan kesadaran untuk memahami sumber-sumber daya dzn
kesempatan-kesempatan melalui saluran-saluran mformasi, nasehat serta
bimbingan,

. Pemberian kompensasi pada tingkat residual untuk mengisi atau mengimbagi
kekuarangan yang ada (system defiancies)

. System Control

Tujuannya adalah mengadakan contro! secara efektif terhadap perilaku yang tidak
sesual atau menyimpang dari rilai-nilai sosial yang ada. Untuk mencapai tujuan ini
dapat dilaksanakan dengan kegiatan yang berupa :

a. Intensifikasi  fungsi-fungsi  pemeliharaan yang berupa kompensasi,
resosiafisasi, dan penyadaran terhadap kelompok-kelompok penduduk yarg
berperitaku menyimpang agar supaya dapat mengembangkan pengawasan
diri (seif controf}.

b. Menggunakan prosedur-prosedur hukum dan peraturan-peraturan untuk
meningkatkan pengawasan eksternal da-i perilaku yang menyimpang.

¢. Merupakan kombinasi dari no. 1 dan noror 2.

System Change

Scheneiderman mengutarakan bahwa tujuan syster: ini adalah mengadakan
. perubahan kea rah berkembanghnya suatu system yang lebih efektif bagi anggota

masyarakat.

Dalam hal ini usaha system keseiahteraan sosia: merupakan suatu alat (instrument)

untuk menghilangkan hambatan-hambatan terhadap terwujudnya :

1.

2.
3.

Partisipasi dalam pengambilan keputusan (cdecision making) secara penuh dan
lebih adit

Distribusi sumber-sumber yang lebih adil dan merata

Penggunaan kemungkinan-kemungkinan yang ada dalam struktur system secara
lebih banyak dan lebih adil

%1 eonard Schneiderman, “Social Welfare, Sccial Functiomng, and Social Work : An Effort at

integration” dalam The Practice of Social Werk oleh Rebert W. Klenk, Robert M. Ryan, 2" ed.,

wadswort Pub.Co, 1974, hal 358-359. Lihat juga Sumargononugroho, Sistem Intervensi
Kesejahteraan Sosfal, Hanindita, Yogyakarta, 1984, hal. 37-39,
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Beberapa gabungan dari tujuan-tujuan yang telah diuraikan dapat ditemui dalam
semua program kesejahteraan sosial bagi lansia.

Selanjutnya untuk fungsi-fungsi kesejahteraan sosia dapat dijelaskan sebagai
berikut, 3

1. Fungsi Penyembuhan dan pemulihan (kuratif/remedial dan rehabilitative)
Bertujuan untuk meniadakan hambatan-hambatan atau masalah-masalah sosial yang
ada. Fungsi pemulihan (rehabilitatify terutama untuk menanamkan dan menumbuhkan
fungsionalitas kembali dalam dirt orang maupun angcota masyarakat.

Fungsi penyembuhan dapat bersifat represif artyinya sersifat manekan agar masalah
sosial yang timbu! tidak makin parah,

2. Fungsi pencegahan (preventif)
Dalam hal ini meliputi langkah-langkah untuk mencegah agar jangan sampai tmbul

masalah sosial yang baru, juga langkah-langkal untuk memelhara fungsionalitas
Séseorang maupun masyarakat.

3. Fungsi pengembangan (promotif development)
Untuk mengembangkan kemampuan orang maupun masyarakat agar

dapat lebih mengembangkan fungsionalitas mereka sehingga dapat hidup
secara produktif.

4. Fungsi penunjang (suportif)
Fungsi ini merupang usaha-usaha lain agar dapat lebih berkembang. Meliput; kegiatan-
kegiatan yang dapat memperlancar keberhasilan program-program lainnya seperti

kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana, pendidikan, pertanian dan
sebagainya.

Konsep Perlindungan Sosial

Pendekatan berbasis hak (right based approach) memberi pesan jelas
bahwa isu utama yang dihadapi pembangunan sosial, kkususnya kebijakan sosial di
Indonesia adalah disatu sisi, jumlah penduduk Inconesia yang hidup dalam
kemiskinan masih sangat besar, sementara itu, di sisi lainnya, negara belum mampu
memberikan perlindungan sosial (social protection) yang memadai bagi para
Lansia.*

Perlindungan sosial dapat didefinisikan sebagai segala bentuk kebijakan
dan intervensi publik yang dilakukan untuk merespan >eragam resiko, kerentanan
dan kesengsaraan, baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial, terutama yang
dialami oleh mereka yang hidup dalam kemiskinan. Karakter atau nuansa "publik”

dalam definisi ini menunjuk pada tindakan kolekt f, yakni panghimpunan dan

*! Sumargononugroho, Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial, Hanindita, Yogyakarta, 1984,
hal 43.

* Edi Suharto, Op.cit, hal 41
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pengelolaan sumber daya berdasarkan prinsip gotong-royong dan kebersamaan,

yang dilakukan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah, non-pemerintah, maupun
kombinasi dari kedua sektor tersebut.5

Adapun tujuan utama perlindungan sosial adalah :*

1. Mencegah dan mengurangi resiko yang dialami manusia sehingga terhindar dari
kesengsaraan yang parah dan berkepanjangan.

2. Meningkatkan kemampuan kelompok-kelompok rentan dalam menghadapi dan
keluar dari kemiskinan, kesengsaraan dan ketidakamanan sosial-ekonomi:

3. Memungkinkan kelompok-keiompok miskin untuk  menmiliki stancar hidup yang

bermartabat sehingga kemiskinan tidak diwariskan dari satu generasi ke generasi
lainnya

Konsep Pelayanan Publik

Konsep pelayanan publik dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 25
Tahun 2009 tentang Palayanan Publik,

Pezlayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kagiatan dalam rangka pemenuhan
kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga
negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif vang disediakan
oleh penyelenggara pelayanan publik.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik juga
menyatakan pada Pasal 1,

Pelaksana pelayanan publik adzlah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang
bekerja di dalam Organisasi Penyelenggara yang be-tugas melaksanakan tindakan atau
serangkaian tindakan pelayanan publik. Sedangkan yang dimaksud dengan
Penyelenggaran pelayanan publik itu sendiri adalah setiap institusi penyelenggara negara,
korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan

pelayanan publik, dan badan hukum iain yang dibantuk semata-mata untuk kegiatan
pelayanan publik™

Berkaitan dengan  pejabat (orang/aparat) pelaksana  kekuasaan
pemerintahan dalam pelayanan publik, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme pada Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa

Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legistatif,
atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan

penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan p=raturan perundang-undangan yang
berlaku.

%% |bid, hal.42
* Ibid, hal 42-43 .

% Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Felayanan Publik, {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112), Pasal 1 angka 2

26



Naskah Akademik Kesejahteraan Lanjut Usia

Hubungan antar Penyelenggara Negara harus dilaksanakan dengan menaati
norma-norma kelembagaan, kesopanan, kesusilaan, dan etika yang berlandaskan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Hubungan tersebut tetap berpegang

teguh pada asas-asas umum penyelenggara nagara dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencegah terjadinya maladministrasi dalam pelayanan publik, maka penyelenggara
negara selain berpegang pada peraturan perundang-urdangan yang berlaku, pejabat/aparat
pelaksana kekuasaan pemerintahan juga berpegang pada Asas-asas Umum Pemerintakan
yang Baik. Dalam penyelenggaraan pemerintahan ataupun pefayanan publik, telah terdapat
prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (AUPB) disamping landasan peraturan perundang-

undangan®
, Sistem pemerintahan yang layak (good governance) yang terwujud datam penyelenggaraan
_ pemerintahan negara yang bersih. transparan, partisicatif. dan yang memiliki akuntabilitas
1 publik, merupakan hal yang sangat menentukan berfungsinya supra struktur dan infra struktur

politik sesuai dengan ketentuan hukum yang dibuat secara demokratis.”’

Pelayanan publik (public service) menentukan tindakan-tindakan yang
tepat bagi para pegawai dan para menteri seperti halnya hal yang sama yang
ada dalam pemerintahan daerah dan badan-badan swasta. Dalam sistem
hukum administrasi Prancis, pefaksanaan fungsi pelayanan publik (mission de
service public) dilandasi oleh Rolflan principles yang meliputi: continueity,
adaptabilitiy, equality, dan neutrality®®

1. Continueity
Adalah kontinuitas dalam ketentuan hukum tentang pelayanan, mengikuti tindakan
yang diperlukan dafam kepentingan publik. Apabila ha! tersebut benar-benar
merupakan kepentingan publik, masyarakat diberikan pengharapan bahwa
pelayanan publik telah tersedia.

2. Adaptability
Adaptability mensyaratkan bahwa pejabat oemerintah harus dapat merubah
spesifikasi pelayanan sesuai dengan perubahan-perubahan kepentingan publik.
Lalam perjanjian-perjanjian privat, kesucian kontrak atau persetujuan-persetujuan
adalah nilai-nilai yang dominan, dan ini berari bahwa merubah suatu kontruksi
kontrak atau suatu persetujuya pelayanan harus dibuat berdasarkan kesepakatan,
Dafam hukum publik, kepentingan publk adalah yang paling utama, sehingga
persyaratan-persyaratan tentang hal tersebut dapat dipaksakan pada kontraktor.

3.Equality of users
Adalah aspek umum ketatanegaraan mengerai prinsip persamaan dalam pelayanan
publik. Dalam hal suatu tindakan dilakukan atas barang-barang yang keseluruhannya

*® 1bid, h. 41

*” BPHN, Seminar Hukum Nasional ke Vil tentang Reformasi Hukum Menuju Masyarakat
Madani, Jakarta, 12-15 Oktober 1999, hal. .

*® Loc.cit, h.31
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adzlah barang publik, dan semuanya relevan dengan publik harus meng-akses pada
pérsamaan pelayanan dan diperlakukan secara sama untuk ity.

4. Neutrality
Netralitas merefleksikan cara negara liberal yang tidak sekadar mencari untuk
menentukan idea kehidupan yang baik bagi warga negara tetapi lebih jauh lagi
adalah untuk memfasilitasi pilihan tetnang perbedaan cara hidup.

Pasal 4 UU Nc. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan-
a.kepentingan umum:

b kepastian hukum:

c.kesamaan hak;

d.keseimbangan hak dan kewajiban:
e.keprofesionalan:;

f. partisipatif;

g.persamaan perlakuan/tidak diskriminatif:
h.keterbukaan;

I. akuntabilitas:

i fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelorpok rentan;
k. ketepatan waktu: dan

|. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Dengan Pendekatan fungsionaris dapat diidentifikasi mengenai
aparat/pelaksana pelayanan publik, baik dari segt perilaku, kompetensi, maupun
jumlah personel. Hal tersebut ditujukan agar dalam pelaksanaan tindak
pemerintahan tidak terjadi hal-hal yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan maupun Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Oleh
karena itu, Administrasi Kepegawaian dan Standar Pelayanan bagi
penyelenggaraan pelayanan publik merupakan hal yang penting. Administrasi
kepegawaian dikembangkan dengan tujuan:

a. Penggunaan secara efektif tenaga kerja manusia;

b. Tercipta, terpelihara serta terkembangkan hubungan kerja yang memberikan suasana
kerja yang menyenangkan individiu yang bekerja sama;

c. Tercapainya perkembangan yang maksimal bagi masing-masing individu yang
bekerjasama tersebut.

Efektif memiliki arti tercapainya sasaran yang diinginkan, yakni masing-masing individu
pegawai memiliki kemampuan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya serta efisien dalam

pelaksanaan tugas itu. Sehingga dapat dikatakan bahwa "efisien” berlangsung setetah
“efektivitas” terjadi.*

16

PAW. Widjaja, Administrasi Kepegawaian Suaty Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, h.

® bid, hal. 17
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Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan

Publik disebutkan-pada Pasal 21, Standar penyelenggaraan Pelayanan Publik
sekurang-kurangnya meliputi kemponen berikut ini:

. Dasar hukum;
. Persyaratan:
. Sistem, mekanisme, dan prosedur;
. Jangka waktu penyelesaian:
. Biaya/tarif;
Produk pelayanan;
. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
. Kompetensi Pelaksana;
Pengawasan internal;
Penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
. Jumlah pelaksana;
l. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuaj
dengan standar pelayanan;
m. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk
memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko Keragu-raguan

S Stho o0 oW

Keberadaan pemerintahan dari mula ada hingga saat ini tidak lain ditujukan
untuk  menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warganva, yakni keamanan,
kesejahteraan, kesehatan, pendidikan dan pelayanan publik. Kewajiban pemerintah

tersebut secara jelas dan tegas diamanatkan dalam Konstitusi UUD 1945 (pasal 28-
34).61

Fungsi pokok birokrasi adalah menjamin terselenggaranya kehidupan negara
dan menjadi alat masyarakat dalam mencapai tujuan negara. Untuk melaksanakan
fungsi itu, birokrasi pemerintah setidaknya memiliki tiga fungsi pokok, yakni :2

1. Memberikan pelayanan publk, baik yang bersifat civil service maupun civic service, sepert
memberikan pelayanan perijinan, pembuatan dokumen, perlindungan, pemeliharaan fasilitas
umum, pendidikan, kesehatan, air bersih dan sebagainya.

2. Melakukan pemberdayaan (empowerment) terhadap masyarakat untuk mencapai kemajuan
dalam kehidupan yang lebih baik, seperti melakukan pembimbingan, pendampingan,
konsultasi, menyediakan modal dan fasilitas usaha.

3. Menyelenggarakan pembangunan (development) di tengah masyarakat seperti membangun
infrastruktur pembangunan, telekamunikasi, perdagangan dan sebagainya.

4. Menyediakan perangkat hukum untuk menciptakan ketertivan dan kepastian hukum.

Konsep Peran Serta Masyarakat

bt Sukarwo, Pengalaman Reformasi Birokrasi Di Jawa Timur Kendala dan Inovasi, Makalah
disampaikan pada forum dialog Perencanaan Fembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum
Administrasi Negara, diselenqgarakan cleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, di Hotel JW Marriott
Surabaya, tanggal 14 s/d 16 Mei 2007, hal 4

% |bid, ha! 5
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Sistem partisipasi rakyat pada dasarnya adalah sebuah sistem partisipasi
dalam penyelenggarsan pemerintahan yang harus didahului oleh adanya
keterbukaan pemerintah. Dalam pemikiran M.C. Burkens yang dituangkan dalam
bukunya “Beginselen van de democratische rechistaat’ dinyatakan bahwa
keterbukaan .sebagai salah satu syarat minimum demokrasi. Secara lengkap
tentang syarat minimum demokrasi adalah '3

v

a. Pada dasarnya setiap orang mempunyai hak yang sama dalam pemilihan yang bebas
dan rahasia

b.  Pada dasarnya setiap orang mempunyai hak untuk dipilihy;

¢, Setiap orang mempunyai hak-hak politik berupa hak atas kebebasan berpendapat dan
berkumpul;

d. Badan perwakilan rakyat berpengaruh dalam pengambilan keputusan melalui sarana
(mede) beslissingsrecht (hak untuk memutss) dan atau melalui wewenang
pengawasan.

e. Asas keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan sifat keputusan yang
terbuka;

f. Dihormatinya hak-hak minoritas.

Berdasar pada pemikiran Burkens, maka keterbukaan adalah sebuah
conditio sine quanon bagi penyelenggaraan pemer ntahan yang demokratis. Tidak
adanya pemerintahan yang terbuka, maka tidak ada pemerintahan yang demokratis.
Sejalan dengan pemikiran tersebut, Ibrahim F.i. Shihata (saat menjabat sebagai
General Counsel dari Bank Dunia) mengemukakan empat unsur pemerintahan yang
dalam proses pembuatan keputusan tidak sewenang-wenang, yaitu -5
Governance by rule (pemerintahan berdasar hukum)
Accountabifity (pertanggungjawaban)

Transparancy (transparan);
Participation {partisipasi}

cooo

Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa keterbukaan
pemerintah dan partisipasi adalah syarat mutlak terjadinya system pemerintahan
yang demokratis. Dan hal itu sudah seharusnya juga menjadi pola dalam
penyusunan kebijakan publik dan tindakan pejabat publik di Indonesia. Untuk

mewujudkan tujuan tersebut diperlukan adanya organisasi diperlukan organisasi

% Philipus M. Hadjon. Periindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, PT. Bina limu,
Surabaya, 1987, hal.1.

% Ann Seidman, etal, Penyusunan Rancangan Undang-undang Dalam Perubahan
Masyarakat yang Demokratis, teriemahan Johanes Usfunan dkk, Proyek ELIPS, Jakarta, 2001, hal, 8
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perangkat daerah yang dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang
efektif dan efisien, '

Konsep Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum bagi rakyat berkaitan dengan rumusan yang
dalam kepustakaan berbahasa Belanda berbunyi rechibescherming van de burgers
tegen de overheids” dan dalam kepustakaan berbahasa Ingaris “legal protection of
the individual in relation to acts of administrative authorities’ %

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat..‘(di
Indonesia), landasan pijakan kita adalah Pancasila sebagai dasar ideology dan
dasar falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat
bersumber pada konsep-konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak
asasi manusia dan konsep-konsep rechfsstaat dan “the rule of law” Konsep
pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asas manusia memberikan isinya
dan konsep ‘rechtsstaat dan the rule of law” menciptakan sarananya, dengan
demikian pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia akan subur
dalam wadah rechtsstaat dan “the rule of law” sebaliknya akan gersang di dalam
negara-negara diktator atau totaliter.

Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka pikir dengan landasan pijakan pada
Pancasila, prinsip periindungan hukum bagi rakyat (di Irdonesia) adalah prinsip pengakuan
dan periindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila
dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Pengakuan dan perlindungan
terhadap harkat dan martabat manusia dikatakan bersumber pada Pancasiia, karena
pengakuan dan perlindungan terhadapnya secara instrinsik melekat pada Pancasila dan
seyogianya memberi warna dan corak serta isi negara hukum yang berdasarkan Pancasila.®®

Perlindungan hukum bagi rakyat (“rechtbescherming van de burgers tegen de overheids” atau
‘legal protection of the governed against administrative actions’ inherent pada konsep
‘rechisstaat” maupun konsep “the rule of faw”. Istilah ‘negara hukum” mengingatkan kita
kepada konsep “rechtsstaat” maupun pada konsep “the rule of law” Namun demikian
hendaklah tetap disadari bahwa Republik yang kita bangun yang diproklamasikan pada
tanggal 17 Agustus 1945 berdiri di atas dasar ideology dan dasar falsafah negara Pancasila
Oleh karena itu konsep negara hukum harus dikembalikan kepada Pancasila sebabaga
fandasannya, dan dengan sendirinya “perlindungan hukum bagi rakyat” harus digali
pendasarannya pada Pacasila karena pengakuannya zkan harkat dan martabat manusia
secara instrinsik melekat pada Pancasita.®

® Philipus M. Hadjon, Op.cit.. hai.1.
% Ibid.18-19.
" 1bid, hal.1X.
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2.2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan
Norma

Dalam penyusunan peraturan daerah tentang Kesejahteraan Lanjut Usia ini
berpijak pada prinsip-prinsip dalam pembentukan peraturan perundang-undangan
¢an memperhatikan konsep hierarki peraturan perundang-un<angan,

Tidak ada suatu sistem hukum positif di dunia ini yang secara khusus mengatur tata urutan
peraturan perundang-undangan. Kalaupun ada pengaturan, hanya terbatas pada asas yang
menyebutkan misalnya : “Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang iebih tinggi tingkatannya.”® A-au dalam UUD ada ungkapan “the
supreme law of the lang”, &

Secara teoritik, tata ‘urutan peraturan perundang-undangan dapat dikaitkan dengan ajaran
Hans Kelsen mengenai “Stufenbau des Recht” atau "The hierarchy of law’yang berintikan
bahwa kaidah hukum merupakan suatu susunan berjenjang dan setiap kaidah hukum yang
lebih rendah bersumber dari kaidah yang lebih tinggi.7 Untuk lebih memahami teori
“Stufenbau des Recht”, harus dihubungkar dengan ajaran Kelsen yang lain yaitu “Reine
Rechtslehre” atau “The Pure theory of law"(teori muni tentang hukum)”™ dan bahwa hukum itu
tidak lain dari “command of the scvereign™kehendak dari yang berkuasa.’

Menurut teori murni tentang hukum, hukum tidak lain dari sistem hukum positif
yang dibuat penguasa. Hukum positif ini dapat berupa peraturan perundang-
undangan sebagai kaidah hukum {general norm) dzn kaidah-kaidah yang terjadi
karena putusan hakim sebagai kaidah khusus (individuat norm).™

Karena tidak mungkin menempatkan putusan hakim dalam tata urutan, makapengertian
"Stufenbau desRecht” adalah tata urutan peraturan perundang-undangan (kaidah umumj.
Pemahaman ini lebih diperkuat dengan ajaran Kelsen tentang teori murni tentang hukum yaitu
bahwa objek kajian hukum (legal science) hanyalah mengenai isi hukum positif, sedangkan
mengenai baik atau Yuruk suatu kaidah yang mencerminkan satu rilai tertentu. masalah tujuan
hukum, dan hal-hai lain yang bersifat filosofis bukan objek teori hukum, melainkan objek filsafat.
Filsafat hukum bukan bagian dari teori kajian hukum. Pandangan ini bertalian dengan paham
“legal posotivism”. Dan Hans Kelsen tergolong ke dalam kelompok positivist. ™

® Pasal 70 UU No. 22 Tahun 1999

** UUD Amerika Serikat, Pasal 6 (ihat Bagir Manan, Teor: dan Politik Konstitusi, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Masional, 2001, hal.130.

 Hans Kelsen, General Thebry of Law and State, Rusel & Rusel, New York, 1973, hal. 123.

™ Austin M. Chinhengo, Essential Jurisprudernce, Cavend sh Pubtishing Limited, London,
1995, hal. 43.

" Hans Kelsen, Op.cit, hal. 30.
™ lbid., hal. 134.

7 Edgar Bedenheimer, Jurisprudence, Harvard University Press, 1870, hal 88
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Menurut Bagir Manan ajaran tentang tata srutan peraturan perundang-
undangan demikian mengandung beberapa prinsip, ya'tu :

1.

Peraturan perundang-undangan yang lebih tingg kedudukannya dapat
dijadikan landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan
yang lebih rendah atau berada di bawahnya.

Peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah harus bersumber atau
memiliki dasar hukum dari suaty peraturan perurdang-undangan tingkat
lebih tinggi.

Isi atau muatan peraturan perundang-undangan yang febih rendah tidak
boleh menyimpangi atau bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yahg lebih tinggi tingkatannya.

Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapa: dicabut atau diganti atau
diubah dengan peraturan perundang-uridangan yang lebih tinggi atau paling
tidak dengan yang sederajat.

Peraturan-peraturan perundang-undangan yang sejenis apabila mengatur
materi yang sama, maka peraturan yang tertaru harus diberlakukan,
walaupun tidak dengan secara tegas dinyatakan bahwa peraturan yang lama
itu dicabut. Selain itu peraturan yang mengatur materi yang lebh khusus
harus diutamakan dari peraturan perundang-undargan yang lebih umum ’°

Bahwa asas yang digunakan peraturan daerah ini selaras dengan asas dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Pasal 6

(1)

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus
mencerminkan g@sas:

a. pengayoman;

b. kemanusiaan;

¢. kebangsaan:

d. kekeluargaan;

e. kenusantaraan;

f. bhinneka tunggal ika:

g. keadilan;

h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan -
pemerintahan; . '
i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau

J. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Selanjutnya penormaan terhadap produk daerah kesejahteraan lansia ini juga

selaras dengan asasﬂsas penyelenggaraan negara dan asas-asas pelayanan

publik bagi masyarakat

I, '

Asas Umum Penyelenggaraan Negara

Pasal 20 ayat (1) UU No.

Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang
terdiri atas :

a} Asas kepastian hukum:

s Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, cetakan kedua, Op.cit, hat, 19,

t
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b) Asas tertib penyelenggara negara;
¢) Asas kepentingan umum:

d) Asas keterbukaan:

e) Asas proporsionalitas

fy Asas profesionalitas;

g} Asas akuntabiitas:

h) Asas efisiensi;

i) Asas efektivitas.

Bahwa Asas Umum Penyelenggaraan Negara ini sesuai dangan Undang-Undang No. 28 tahun
1999 tentang Penyelenggaraan Negara yag Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan
Nepotisme, ditambah asas efektifitas dan efisiensi ’°

Pasal 4 UU No. 25 Tzhun 2009 tentang Pelayanan Publik Penyelrsnggaraa;'n pelayanan publik
berasaskan: :

kepentingan umum:

kepastian hukum:

kesamaan hak:

keseimbangan hak dan kewajiban;

keprofesionalan:

partisipatif; "
persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
keterbukaan:

akuntabilitas:

fasilitas dan perlakuan khusus hagi kelompok rentan:
ketepatan waktu; dan

kecepatan, ken'lgdahan, dan keterjangkauan.

T@mepacoow

= ;v‘—‘ haastl

Adapun asas yang termuat dalam Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan
Lanjut Usia adalah sebagai berikut :

Pasal 2

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia diseler ggarakan berasaskan keimanan dan

ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kekeluargaan, keseimbangan, keserasian, dan
keselarasan dalam perikehidupan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas asas-asas yang terkandung dalam
muatan materi Peraturan Perundang-undangan menjiwai asas-asas Peraturan
Daerah tentang Kesejahteraan Lanjut Usia sebagaimana tersebut di atas.

2.3. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan
Meningkatnya jurnlah lanjut usia akan menimbulkan berbagai permasalahan
yang kompleks bagi lanjut usia itu sendiri maupun bagi keluarga dan masyarakat.
Secara alami proses menjadi tua mengakibatkan pafa lanjut usia mengalami
perubahan fisik dan mental, yang mempengaruhi kondisi kesehatan, ekonomi dan

sosiainya. Oleh karenanya permasalahan lansia ini dibagi menjadi 2 yakni

THAW. Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi U No.
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2005, hal 172-173
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pertama  permasalahan kesehatan, dan kedua permasalahan sosial dan
ekonomi.

Permasalahan mengenai kesehatan ini erat kaitannya dengan kondisi
kesehatan lansia yang selama ini belum mendapatkan perhatian sepenuhnya darj
Pemerintah Daerah. Hal ini dapat diuraikan sebagai perikut,

Transisi demografi ke arah menua akan ditkuti oleh transisi epidemiologi ke arah penyakit
degeneratif seperti rematik, diabetes, hipertensi, jertung koroner, neoplasma, Angka
kesakitan penduduk lanjut usia tahun 2009 sebesar 30,48% artinya bahwa setiap 100
orang lanjut usia, sekitar 30 crang diantaranya mengalami sakit. Angka kesakitan
penduduk lanjut usia perkotaan 27 20% lebih rendar dibandingkan lanjut usia pedesaan
32.96%. Hal ini menunjukkan bahwa derajat kesehatar penduduk lanjut usia di perkotaan
relatif lebih  baik dibandingkan Janjut usia di daerah pedesaan. Bila dilihat
perkembangannya, derajat kesehatan penduduk lanju: usia relatif tidak berbeda Angka
kesakitan penduduk lanjut usia pada tahun 2005 sebesar 29, 98%, tahun 2007 sebesar
31,11%, dan tahun 2009 sebesar 30,46 %. Pola yang serupa terjadi baik di perkotaan
maupun di pedesaan. Kebiasaan berobat serta cara berobat yang dilakukan seseorang,
merupakan salah satu faktor yang digunakan untuk rengidentifikasi apakah orang yang
bersangkutan telah memiliki periaku hidup sehat. Berczsarkan Profil Penduduk Lanjut Usia
2009, ternyata 32,24% lanjut usia mencari pengobatar di puskesmas, Namun masih ada

yang me;r?wgobati sendiri dengan menggunakan obat madern 60.47% dan obat tradisional
10,87%.

Besarnya populasi dan masalah kesehatan lanjut usia ini belum
diikutidengan ketersediaan fasilitas pelayanan larjut usia (care services) yang
memadai, baik dalam jumiah maupun dalam muwunya. Menurut Kementerian
Kesehatan, sampai saat ini jumlah Puskesmas Santun Lanjut Usia dan rumah
sakit yang menyelenggarakan pefayanan geriatri juga masih terbatas. Pelayanan
geriatri di Rumah Sakit sebagian besar berada di perkotaan, padahal 65 7% para
lanjut usia berada di pedesaan. Dari data Kementefian Sosial, jumlah penduduk
lanjut usia yang terlayani melalui panti, dana dekonsentarasi, Pusat Santunan
Keluarga (Pusaka), jaminan sosial, organisasi sosial lainnya sampai 2008 ini
berjumlah 74,897 orang atau 3.09% dari total penduduk lanjut usia tertantar.
Karena keterbatasan fasilitas pelayanan, aksesibilitas penduduk lanjut usia

kepada pelayanan yang dibutuhkan untuk pemenuhan diri (self fulffiiment) tidak
terlaksana dengan baik.”

Selanjutnya permasalahan kedua, yakni mengenai sosial dan ekonomi.

Tingkat risiko penduduk lanjut usia di Indonesia dinilai dari latar belakang pendidikan

\ " Komisi Nasional Lanjut Usia, Op.cit. hal. g,

 |bid, hal. 10.
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dan ekonominya. Lanjut usia yang hidup sendiri. kurang aman secara finansial dan
kurang punya akses untuk pengobatan bila sakit dan cacat dibandingkan dengan
yang mempunyai pasangan. Di sisi lain, tidak terbuka lapangan pekerjaan bagi lanjut
usia, baik di Indonesia maupun sebagian negara sedang berkembang lainnya. Pada
negara yang cakupan jaminan sosialnya terbatas, aktivitas ekonomi dapat
digunakan sebagai suatu tanda yang mewakili jaminan finasial dan kebebasan,
demikian juga dengan pekerjaan yang produktif merupakan kunci pemberdayaan
warga lanjut usia. 7

Hal lain yang sangat menghambat perlindungan terhadap lanjut usia untuk
pencapatan hidup yang aman, berkualitas dan terpenuhi hak asasinya. adatah
stigma masyarakat terhadap lanjut usia. Masyarakat masih mempunyai persepsi
yang keliru terhadap lanjut usia karena mereka dianggap identik dengan pikun,
renta, loyo, tidak produkif masa lalu, ketinggalan zaman, cerewet dan beban. Dari
penelitian tentang citra lanjut usia, 70% menunjukkan citra negatif seperti di atas.
Akibatnya, perhatian, kepedulian (care), penghargaan dan martabat {dignity) dari
keluarga, masyarakat dan pemerintah terhadap fanjut usia kurang, bahkan mereka

sering diterlantarkan atau menjadi korban tindak kekerasan sebesar 10,16% pada
perempuan dan laki-laki 8 28%.£°

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sri Gati Setiti terhadap
Lansia di lima wilayah di Indonesia, menunjukkan beberapa harapan yang ingin
diperoleh lansia antara lain :®

1. Harapan lansia terhadap kerabat/keluarganya, pelayanan terhadap iansia harus
dilakukan dengan ikhlas dan wajar. Kerabat mau mendengarkan dan menerima
keinginan lansia dan menyikapinya dengan baik, bila terdapat perbedaan maka harus
menyikapinya dengan cara yang tidak menyinggung perasaan.

2. Harapan lansia terhadap masyarakat, lansia tetap menjadi bagian dari masyarakat dan
dilibatkan dalam setiap kegiatan termasuk memberikan pengalaman serta ilmu yang
dimilikinya. Perasaan dihargai menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga kondisi
psikis seorang lansia.

3. Harapan lansia terhadap pemerintah, agar mengembangkan pregram ekonomi bagi Ianjut_
usia potensial, memberi jaminan hidup bagi lansia tidak potensial yang berasal_ dari
keluarga tidak mampu, jaminan kesehatan bagi lansia yang murah/gratis. Menyediakan

 Ibid, hal 11,
® \bid., hal. 12-13,

¥ g Gati Setiti, Pelayanan Lanjut Usia Berbasis Kekerabatan (Studi Kasus Pada Lima
Wilayah di Indonesia), www.depsos.qgo.id, diakses pada tangga! 30 Oktober 2012.
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fasilitas umum bagi lansia, membentuk wadah untuk bersosialisasi bagi lansia misalnya

dengan Posyandu Lansia, menyediakan panti-panti yang layak bagi lansia yang terlantar.
Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa lansia masih mempunyai harapan yang sangat
besar untuk aktualisasi diri

Secara umum, kebutuhan lanjut usia dapat dikelompokkan sebagai berikut -
1. Kebutuhan lanjut usia berdasarkan aspek jasmani, rohani/mental dan sosial:
2. Kebutuhan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani/mentaf dan sosiai;

3. Dalam upaya memsnuhi kebutuhan lanjut usta ada beberapa yang perlu diperhatikan :
- Heterogenitas ianjut usia

- Jenis pelayanan yang dibutuhkan sangat bervariasi
- Pelayanan kesejehteraan sosial yang dibutuhkan berkaitan dengan berbagai aspek
antara lain : aspek kesehatan, sosial, agama/spiritual dan lain-fain

Pembangunan telah meningkatkan usia harapan hidup penduduk Indonesia,
yang diiringi dengan meningkatnya jumlah dan persentase penduduk lanjut
usia.Berbagai kebijakan dan pelayanan yang diiakukan oleh pemerintah maupun
masyarakat, baik melalui sistem panti maupun sistem non panti atau berbasis
masyarakat, seperti PUSAKA (Pusat Santunan Keluarga), Day care service,
maupunday care centre. Dalam hal ini sebagian pelayanan cukup memadai, mulai
kebutuhan dasar sampai penguburan. Namun demikian ada bagian yang lain hanya

memberikan pelayanarni permakanan dan kerohanian karena kendala dana dan
tenaga, %

Menurut Sri Gati Satiti dalam penelitiannya mengenai peran kerabat dalam

pelayanan lansia, dinyatakan bahwa pelayanan lanjut usia oleh kekerabatan
memiliki nilai budaya sebagai berikut -3

a. Lanjut usia sebaiknya dirawat oleh anaknya/keluarga/kerabat.

b. Lanjut usia yang tidak memiliki anak, sebaiknya dirawat oleh kerabat (adik
kandung/sepupu, keponakana, cucu, dsh)

¢. Bilamana tidak memiliki kerabat sebaiknya dirawat oleh tetangga.

d. Bilamana tetangga tidak ada yang merawatnya, aiternative terakhir
dirawat di Panti Sosial Lanjut Usia.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan pelayanan yang terbaik yang diberikan
oleh lansia adalah pada keluarga dan kerabatnya. Namun demikia yang menjadi

*? Wahjudi Nugroho, Op.cit. hal. 123-124.
* Sri Gati Setiti, Op.cit.

3 big.
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kendala adalah apabila keluarga dan kerabatnya termasuk dalam keluarga yang
kurang mampu, maka untuk itu diperlukan adanya jaminan sosial bagi lansia.

Dalam hal ini ada tiga kelompok yang perlu mendapat dukungan
pemberdayaan, yakni,*®

1.Kelompok pertama, yang sesungguhnya masih cukup kuat secara fisik untuk memberikan
kontribusi dan bekerja membangun bangsa menurut pitihan yang hisa meningkatkan
kebahagiaan dan kesejahteraannya.

2.Kelompok kedua, yang tidak lagi mampu untuk mengembangkan diri tetapi masik bisa
meneruskan karir lamanya. Kelornpok ini tidak lagi ingin belajar untuk mengembangkan
karier yang lain dibandingkan dengan pengalamannya di masa lalu. Mereka puas apabila
mendapat kesempatan untuk bekerja lebih lama lagi meneruskan pekerjaan atau cita-cita
yang sejak l[ama ditekuninya.

3.Kelompok ketiga, adalah mereka yang bisa melanjutkan pekerjaan lamanya, tetapi siap untuk
mempelajari yang baru. Mereka ini bisa dengan mudah dipindah untuk melanjutkan karier
baru untuk masa depan yang masih panjang dan menyenangkan. Kelompok ini bisa siap
untuk belajar kembali dan bekerja dalam bidang-bidang yang bisa memberikan
kebahagiaan yang lebih besar dibandingkan kebahagiaan masa lalu yang telah dilewatinya.

Ketiga kelompok masyarakat dan penduduk lansia itu merupakan potensi yang masih sangat

tinggi di negara berkembang, termasuk di Indonesia. Di negara-negara maju potensi semacam

ini sudah lama diberikan kesempatan untuk maju dengan memberikan kepada mereka pilihan

yang cocok dengan aspirasi masa tuanya. Biasanya pilihan itu disesuaikan dengan tempat

tinggainya karena penduduk lansia lebih kurang pas untuk menempuh jarak jauh ke tempat
pekerjaannya.

Dengan demikian lapisan lanjut usia dalam struktur demografi Indonesia
menjadi semakin tebal dan sebaliknya, balita menjadi relative semakin sedikit.
Dengan kata lain timbul regenerasi yang dapat membawa akibat negatif. Proses ini
berlangsung beberapa tahap, yakni ;%

Tahap | Timbul kesenjangan antar-generasi (generation gap) karena golongan muda secara
dinamis mengikuti kemajuan teknologi canggih, sedangkan golongan fanjut usia
tidak acuh, tetap tertinggal, dan membiarkan golongan muda berjalan terus.
Keadaan semacam ini belum berbahaya.

Tahap |l Karena lapisan lanjut usia semakin tebal dan tingkat kesehatan semaskin
meningkat, mereka pun masih marmpu mengimbangi golongan muda, dan tetap
menghendaki memegang jabatannya dan tidak mau digeser. Pada saat ini timbul
tekanan pada generasi muda (generation pressure), yang lebih berbahaya dari
keadaan Tahap i. tahapan di Indonesia saat ini adalah tahap | dan banyak mulai
masuk Takhap Il dengan timbulnya isu peningkatan usia pension (dari 55 tahun
menjadi 60 tahun).

Tahap lll Tahap yang paling berbahaya. Ditandai dengan timbulnya konflik antar-generasi
{generation conflict). Dalam keadaan ini, jumlah para lanjut usia semakin
banyak,merasa semakin kuat dan terus menerus menekan generasi di bawahnya,
sedangkan golongan muda terus bereaksi dan melawanan tekanan itu hingga
timbul kenflik yang berkepanjangan dan sulit di atasi dengan segera {keadaan
seperti ini bisa berbahaya).

BE’Harjono Suyono, Seri Menyegarkan Gerakan Keluarga Sejahtera Mandiri, Yayasan Dana
Sejahtera Mandiri, Jakarta, 2005, hal 370-371.

*® Wahjudi Nugroho, Op.cit
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Untuk mencegah proses regenerasi menuju keadaan yang berbahaya yang

berbahaya, hal tersebut perlu diantisipasi dengan melaksanakan hai yang positif,
antara lain ;%7

1. Menyelenggarakan progam pension secara terpadu dam merata

2. Menciptakan lapangan kerja atau kegiatan bagi lanjut usia yang tidak bertentangan
dengan kebutuhan kaum muda, walaupun pada beberapa tahun terakhir ini, pemerintah
mengalami berbagai kesulitan di bidang pembangunan ekonomi.

3. Meningkatnya bantuan sosial untuk cacat veteran, korban bencana alam, orang lanjut

usia, fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, harus tetap diupayakan untuk dengan
mendorong keikutsertaan masyarakat luas.

2.4. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan
Keberadaan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Kesejahteraan Lanjut
Usia mengatur mengenai beberapa hal yang baru yang selama ini belum ada
pengaturannya sebagai realisasi asas legalitas dan asas demokrasi dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara. Adapun ketentuan-ketentuan yang baru tersebut dapat
dijelaskan sebagai berikut :
1. Implementasi penghormatan dan penghargaan kepada Lansia diberikan hak
untuk meningkatkan kesejahteraan yang meliputi ;
pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
pelayanan kesehatan;
pelayanan kesempatan kerja:
pelayanan pendidikan dan pelatihan:

kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum:
perlindungan sosial; '

S e * @ a o oo

bantuan sosial.
Untuk kemudahan pelaksanaan hak tersebut Lansia mendapatkan Kartu
Tanda Anggota Lansia berdasarkan identitas Lansia yang dikeluarkan oleh
Dinas Sosial berdasarkan data dari Posyandu Lansia dan/atau karang werdha
2, Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha menyediakan fasilitas
Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud

dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi:

¥ Ibig.
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a. aksesibilitas pada bangunan umum;
b. aksesibilitas pada jalan umum:
C. aksesibilitas pada angkutan umum:
d. aksesibilitas pada pertamanan dan rekreasi
e. aksesibilitas pada sarana dan prasarana publik lainnya.

3. Pelayanan dan bantuan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah

kepada Lansia yang tidak mampu, diberikan tanpa dipungut biaya.

4. Pemberian perlindungan sosial Lansia untuk memberikan pelayanan bagi
Lansia tidak potensial agar terhindar dari berbagai resiko meliput berbagai
gangguan dan ancaman, baik fisik, mental maupun sostal yang dapat
mengakibatkan ketidakmampuan Lansia menjalankan peran sosialnya.

5. Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
melalui:

a. pendampingan sosial, baik yang dilaksanakan di kediaman Lansia maupun
di lembaga konsultasi kesejahteraan Lansia yang dilaksanakan oleh
Pemerintah maupun masyarakat;

b. penyediaan pusat-pusat konsultasi kesejahteraan bagi Lansia terutama di
unit-unit pelayanan sosial baik dikelola pemerintah maupun masyarakat:

C. pemberian jaminan sosial dalam bentuk santunan langsung di luar panti
bagi Lansia yang hidup dan dipelihara ditengah-tengah k2luarga atau
masyarakat lainnya yang dalam keadaan jompo sedangkan bagi mereka
yang tidak memiliki keluarga dan terlantar diberikan santunan melalui
system panti;

d. bantuan pemakaman terhadap Lansia yang meninggal duria dan tidak
diketahui identitasnya dilakukan secara bermartabat adaiah menjadi

tanggung jawab Pemerintah Daerah.
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6. Di Kelurahan dibentuk lembaga Karzang Werdha yang merupakan wadah
bagi kegiatan Lansia. Karang Werdha merupakan lembaga sosial
kemasyarakatan yang beranggotakan Posyandu Lansia sebagai mitra
Pemerintah Ke’!urahan dalam  bentuk memberdayakan Lansia.
Pengkoordinasian Karang Werdha dilakukan oleh Forum Kerjasama Karang
Werdha yang merupakan jaringan kerjasama antar Karang Werdha pada
lingkup Kecamatan. Anggaran untuk menunjarg peningkatan kesejahteraan
Lansia pada setiap karang werda dibebankan pada APBD.

7. Di tingkat Rukun Warga dibentuk Posvandu Lansia yang merupakan wadah
kegiatan Lansia. Anggaran untuk menunjang peningkatan kesejahteraan
Lansia pada setiap Posyandu Lansia dibebankan pada APBD. Anggaran dari

APBD untuk Posyandu Lansia dikelola oleh Dinas Sosial dan kemudian
didelegasikan kepada Kecamatan.

8. Dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia di tingkat Daerah,
dapat dibentuk Komisi Daerah Lansia dengan Kaputusan Kepala Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, beberapa upaya peningkatan kesejahteraan lansia
di Pemerintah Kota Surabaya telah di design dan diatur legalitas formalnya dalam
Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Kesejahteraan Lanjut Usia berdasarkan
akar permasalahan yang terjadi mulai dari tingkat bortomn sampai ke atas. Dengan
harapan pemberdayaan |ansia sehat, mandiri dan produktif di Kota Surabaya dapat
tercapai sesuai dengan harapan dan keinginan. Hal ini tentunya berimplikasi pada
pembebanan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
khususnya untuk pengadaan aksesibiltas dan fasilitas khusus bagi Lansia. Untuk itu
Pemerintah Daerah juga membuka ruang terbuka bagi partisipasi publik bagi
masyarakat, swasta. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk turut serta,
mensupport dan mewujudkan realisasi psningkatan kesejahteraan lansia di
Pemerintah Kota Surabaya. Atas peran akti® pihak masyarakat, LSM dan swasta
tersebut, Pemerintan  Daerah juga memberikan rewards {(penghargaan).
Keterpaduan upaya Pemerintah Daerah dan Masyarakat, Swasta, dan LSM akan
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BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

3.1. Landasan Konstitusiona!l

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya
disebut UUD NRI Tahun 1945) khususnya Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C, Pasal 28H
ayat (1)(2)(3), Pasal 28! ayat (2), Pasal 34 ayat (2) dan (3} mengatur mengenai hak-
hak warga negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, yaitu :

Pasal 27 ayat (2): Tiap-tiap warga Negara Indonesia berhak atas pekeriaan
dan penghidupzn yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 28C:

1)  Sefiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan
kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh
manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan, budaya, demi
meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

2} Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam mem perjuangkan

haknya secara kolektif untuk membangun masvyarakat, bangsa, dan
negaranya.

Pasal 28H ayat (1). Setiap orang berhak hidup sejahtera lah't dan batin,
bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang oaik dan sehat
serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Pasal 28H ayat (2). Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan
perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama
guna mencapat persamaan dan keadilan.

Pasal _28H ayat (3). Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang

memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang
bermartabat.

Pasal 281 ayat (2). Setiap orang berhak bebas dari perlakuan vang bersifat
diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan
ternadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Pasal 34 ayat (2). Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi
seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang leman dan tidak
mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Pasal 34 ayat (3). Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas
petayanan kesehatan dan fasilitas petayanan umum yang layak.

Pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut memberi penegasan
bahwa setiap warga negara berhak atas kesejahteraan sosial. Sesuai dengan Pasal
281 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan jaminan konstitusional bahwa
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[Plerlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah
tanggung jawab negara, terutama pemerintah’. maka dalam hal ini Pemerintah

Negara Republik Indonesia mempunyai kewajiban dalam perlindungan, pemajuan,

penegakan dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara Indonesia yang
berkaitan dengan kesejzhteraan sosial

3.2.  Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Dalam penyusunan rancangan Perda tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
perlu diperhatikan peraturan perundang-undangan lain yang telah berlaku.
Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang selama ini juga ikut

memperkuat pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan usia lanjut diantaranya
adalah:

3.2.A.  UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG
KESEJAHTERAAN SOSIAL (LEMBARAN NEGARA TAHUN 2009
NOMOR 12, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 4967)

Dalam rangka menangani permasalahan kesejahteraan sosial secara
nasional, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah menetapkan
kebijakan nasional melalui UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
(selanjutnya disebut UU No. 11 Tahun 2009). Hal tersebut telah sesuai dengan yang
telah dijamin Pasal 4 UU No. 11 Tahun 2009 sendiri bahwa Negara bertanggung
jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dengan berlakunya Undang-
Undang ini maka UU No. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku. UU No. 11 Tahun 2009 tidax secara spesifik mengatur
permasalahan kesejahteraan lanjut usia. Namun dari Undang-Undang ini dapat
ditihat bahwa permasalahan kesejahteraan lanjut usia merupakan bagian yang tidak
terpisah dari permasalahan kesejahteraan sosial.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang in menyatakan bahwa dalam Undang-
Undang ini yang dimaksudkan dengan ‘Kesejahteraan Sosjal adalah kondisi
terpenuhinya kebutuhan material. spiritual, dan sosial warga negara agar dapat
hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan
fungsi  sosialnya.”" Lebih lanjut, Undang-Undang ini memberi definisi
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Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam Pasa’ 1 angka 2 sebagai ‘upaya

yang terarah, terpadu, dan perkelanjutan  yzng dilakukan Pemerintah,
pemerintah daerah, dan{ masyarakat dalam bentLx pelayanan sosial guna
memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, vang meliputi  rehabilitasi
sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlincungan sosial.

Pasal 5 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2C09 mengatur bahwa peryelenggaraan
kesejahteraan sosial ditujukan kepada:
a. perseorangan:
b. keluarga;
C. kelompok; dan/atau
d. masyarakat.
Menurut Pasal 5 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2009, penyelenggaraan <2sejahteraan
sosial tersebut diprioritaskan kepada mereka yang memiliki ketidupan vyang

tidak layak secara kemanusiaan dan memil ki kriteria masalah sosial:
a. kemiskinan:

o

ketelantaran;
C. kecacatan;
d. keterpencifan:
€. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku:
f. korban bencana; dan/atau
g. korban tindak kekerasan, eksploitasi dar diskriminasi.

Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2009 menentukan bahwa peryelenggaraan
kesejahteraan sosial meliputi:
a. rehabilitasi sosial;
b. jaminan sosial;
C. pemberdayaan sosial: dan
d. perlindungan sosial.
Dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang ini lebih lanjut rengatur bahwa
jaminan sostal dimaksudkan untuk menjamin fakir miskin, anak yatim piatu
terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik
dan mental, eks penderita penyakit kronis vang mengalemi masalah
ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuti. Dari pasal
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tersebut dapat diketahui bahwa salah saty kelompok yang berhak atas jaminan
sosial sebagai salah satu penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah lanjut usia
terlantar. Pasal 9 ayat (2_? mengatur bahwa jaminan sosial tersebut diberikan dalam
bentuk asuransi kesejaﬁteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan,
Dalam UU No. 11 Tahun 2009 ini juga diatur aspek-aspek kewenangan
kelembagaan dalam kesejahteraan sosial. Calam Undang-Undang ini telah dibagi
tugas dan kewenangan dari masing-masing tingkat pemerintahan dari pemerintah
pusat, propinsi hingga kabupaten/ kota. Pasal 24 ayat (1) UU No. .11 Tahun 2009

mengatur bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab:
a. Pemerintah; dan

b. Pemerintah daerah.

Dalam hal ini, menurut Fasal 29 UU No. 11 “ahun 2009 menentukan bahwa dalam
menyelenggarakan  kesejahteraan sosial, tanggung jawab pemerintah
kabupaten/kota meliputi:

a. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial
dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah:;

b. melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayainya/bersifat
lokal, termasuk tugas pembantuan:

C. memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat  yang
menyelenggarakan kesejahteraan sosial:

d. memelihara taman makam pahlawan; dan

€. melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial,

Sedangkan Pasal 30 menyatakan bahwa wewenang pemerintah
kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi;

a. penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat iokal
selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang
kesejahteraan sosial:

b. koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahterazn sosial di
wilayahnya;

C. pemberian izin dan pengawasan pengJmpulan sumbangan dar penyaluran
bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya:

d. pemeliharaan taman makam pahlawan; dzn
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e. pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kasetiakawanan sosial.

BAB VI Uu No. 11 Tahun 2009 mengatar mengenai Sumber Daya
Penyelenggaraan K'esejahte'raan Sosial. Pasal 32 menvatakan bahwa sumber daya
penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

a. sumber daya manusia;

b. sarana dan prasarana; serta

C. sumber pendanaan.

Pasal 36 ayat (1) mengatur bahwa sumber pendanaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 huruf ¢ meliputi:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. anggaran pendapatan dan belanja daerah.

€. sumbangan masyarakat:
d

. dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggung jawab
sosial dan lingkungan;

e bantuan asing sesuai dengan kebijakan Pemeriniah dan peraturan
perundang-undangan; serta

f. sumber pendanaan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Sesuai Pasal 36 ayat (2), maka pengalokasian sumber pendanaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2.B. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN (LEMBARAN NEGARA
TAHUN 2011 NOMOR 83, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR

5235)

UU No. 13 Tahun Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
(selanjutnya disebut UU No. 13 Tahun 2011) dibentuk dengan pertimbangan bahwa
sesuai dengan Pembukaan UUD NR! Tahun 1945, negara mempunyai tanggung
jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan
bangsa. Selain itu, sesuai dengan ketenwuan UUD NRI Tahun 1945, negara
bertanggung jawab untuk memelihara fakr miskin guna memenuhi kebutuhan

dasar yang layak bagi kemanusiaan. Untuk melaksanakan tanggung jawab
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negara sebagaimana dimaksud, diperlukan kebijakan pembangunan nasional yang
berpihak pada fakir miskin secara terencana, terarah. dan berkelanjutan.
Kewajiban negara kewajiban mensejahterakan seliLruh warga negaranya dari
kondisi kefakiran dan kemiskinan dilakukan melalui upaya penghormatan,
perlindungan, dan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar. Upaya tersebut
harus difakukan oleh negara sebagai prioritas ulama dalam pembangunan
nasional termasuk untuk mensejahterakan fakir miskin. |

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang ini menentukan bahwa “Fakir miskin
adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian
dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai
kemampuan memenuhi -kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya
dan/atau keluarganya.” Undang-Undang ini tidak secara khusus diperuntukkan bagi
kesejahteraan kelompok lanjut usia. Namur dalam konteks tertentu, yaitu dalam
konteks lanjut usia tidak potensial dan atau anfut usiz terlantar, UU No. 13 Tahun
2011 ini mempunyai peran yang sangat penting.

3.2.C. UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI
MANUSIA (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1999 NOMOR 165,
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 3886);

Pasai 41 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
{selanjutnya disebut UU No. 39 Tahun 1999) menyatakan hal yang sama seperti
UUD NRI Tahun 1945, bahwa ‘Setiap warga Negara berhak atas jaminan sosial
yang dibutuhkan untuk hidup layak, serta perkembangan pribadinya secara ytuh.”
Namun dalam kenyataannya, tidak semua warga negara bisa menikmati hak-haknya
tersebut. Kelompok masyarakat yang tergolong rentan terlanggar hak-haknya
diantaranya adalah mereka yang telah mencapai lanjut usia. Mereka yang telah
mencapai usia lanjut seringkali terabaikan pemenuhan hak-hak dasar dan
kebutuhan-kebutuhan dasarnya seperti pendidikan dan fasilitas kesehatan. Mereka
juga sering menghadapi diskriminasi berdasarkan umur dan kemampuan yang
terbatas untuk beraktivifas di dunia kerja dan aspek-asgek lain dalam hidup,

Sesuai dengan jaminan di dalam Pasal 8 UU No. 39 Tahun 1999, pemerintah
sebagai bagian dari organ politik kekuasaan mempunyai kewajiban untuk

menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia. Kewajiban tersebut
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terutama juga berkaitan‘d_engan rentannya posisi para lanjut usia dalam menikmati
hak-hak dasar dan kebutuhan-kebutuhan dasar mereka. Pasal 5 ayat (3) UU No. 39
Tahun 1999 menyatakan bahwa "Setiap orang yang termasuk kelompk masyarakat
yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan
dengan kekhususannya.” Menurut penjelasan pasa! tersebut, yang dimaksud
dengan "kelompok masyarakat yang rentan" antara lain adalah orang lanjut usia,
anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat. Lebih lanjut, Pasal 41
(2) mengatur bahwa setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita
hamil, dan anak-anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

3.2.D. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 1998
TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA (LEMBARAN NEGARA
TAHUN 1998 NOMOR 190, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR
3796) (SELANJUTNYA DISEBUT UU NO. 13 TAHUN 1998)

Permasalahan kesejahteraan lanjut  usia lebih mendapat perhatian
pemerintah RI dengan lahirnya UU Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan
Lanjut Usia (selanjutnya disebut UU No. 13 Tahun 1998). Dengan berlakunya
undang-undang tersebut, UU Nomor 4 Tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan
Penghidupan Orang Jompo (selanjutnya disebut UU No. 4 Tahun 1965) sudah tidak
berlaku lagi. Berbeda cdengan UU No. 4 Tahun 1965 yang masih terbatas pada
Upaya pemberian bantuan penghidupan kepada lanjut usia, menurut UU No. 13
Tahun 1998 para lanjut usia yang memiliki pengalaman, keahlian, dan kearifan perlu
diberi kesempatan untuk berperan dalam pembangunan. Pasal 3 UU No. 13 Tahun
1998 menyatakan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia
diarahkan agar lanjut usia tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam
kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan. pengetahuan
keahlian, keterampilan, pengalaman, usia dan kondisi fisiknya, serta
terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia. Sedangkan
menurut Pasal 4 UU No. 13 Tahun 1998, upaya peningkatan kesejahteraan sosial
bertujuan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan nﬁasa produktif,
terwujudnya kemandirian dan kesejahteraannya, terpeliharanya sistem nilai budaya
dan kekerabatan bangsa Indonesia serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan
Yang Maha Esa.
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Pasal 1 angka 1 UU No. 13 Tahun 1998 menyatakan bahwa yang dimaksud
dengan Lanjut Usia adziah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh)
tahun keatas. UU ini mengklasifikasikan Lanjut Usia menjadi Lanjut Usia Potensial
dan Lanjut Usia Tidak Potensial. Menurut Pasal 1 angka 3, yang dimaksud dengan
Lanjut Usia Potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan
dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau Jasa. Sedangkan
yang dimaksud dengan Lanjut Usia Tidak Potensial menurut Pasal 1 angka 4 adalah
lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada
bantuan orang lain. Sayangnya, Undang-Undang ini tidak mengatur mengenai lanjut
usia terlantar. )

Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (1) UU No. 13 Tahun 1998 menjamin bahwa
lanjut usia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan
bemasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pasal 5 ayat (2) UU No. 13 Tahun 1998
menyatakan bahwa sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia
diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi -

a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
b. pelayanan kesehatan:

. pelayanan kesempatan kerja;

. kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum:

c
d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;

e

f. kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum:;

. perlindungan sosial;

o O

. bantuan sosial.

Pelaksanaan hak-hak tersebut diatur lebih tanjut oleh UU No. 13 Tahun 1998 dalam
Pasal 13 sampai dengan Pasal 21.

Pasal 7 UU No. 13 Tahun 1998 meletakkan beban tanggung jawab kepada
pemerintah untuk mengarahkan. membimbing. dan menciptakan suasana yang
menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.
Sedangkan di dalam Pasal 8. ditentukan bahwa selain pemerintah, masyarakat dan

keluarga juga ikut bertanggungjawab atas terwujudnya upaya peningkatan
kesejahteraan sosial lanjut usia.
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Di dalam BAB IX,"Undang-Undang ini mengatur mengenai Ketentuan Pidana

Dan Sanksi Administrasi. Berikut adalah ketentuan pidana dan sanksi administrasi
menurut UU No. 13 Tahun 1998:

Pasal 26

Setiap orang atau badan/atau organisasi atau lembaga yang dengan sengaja
tidak melakukan pelayanan dalam rangka pen ngkatan kesejahteraan sosial
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 19 ayat {2) dan ayat
(3}, padahal menurut hukum yang berlaku baginya wajib melakukan
perbuatan tersebut, diancamdengan pidana kurungan selama-lamanya 1

(satu) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 200.000.000 00 (dua ratus
juta rupiah). _ '

Pasal 14 ayat (3) mengatur mengenai keringanan btaya sesuai dengan
ketentuan peraturan he'rundang-undangan bagi lanjut usia yang tidak mampu.
Sedangkan Pasal 19 ayat (2) mengatur mengenai pemberian perlindungan sosial
bagi lanjut usia tidak potensial yang dilaksanakan melalyi pemeliharaan taraf
kesejahteraan sosial yang diselenggarakan baik di dalam maupun di luar panti.
Lebih lanjut, Pasal 19 ayat (3) menentukan bahwa lanjut usia tidak potensial telantar
yang meninggal dunia dimakamkan sesuaj dengan agamanya dan menjadi
tanggungjawab pemerintah dan atau masyarakat.

Pasal 27
(1) Setiap orang atau badan/atau organisasi atau lembaga yang dengan
sengaja tidak menyediakan aksesibititas bagj lanjut usia sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dapat dikenai sanksi administrasi
berupa:

a. teguran lisan;
b. teguran tertulis:
€. pencabutan izin,
(2) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 17 ayat (3) berkaitan dengan pelayanan untuk mendapatkan
kemudahan dalam penggunaar sarana dan prasarana umum. Hal tersebut
dimaksudkan untuk memberikan aksesibilitas terutama di tempat-tempat umum yang
dapat menghambat mobilitas lanjulusia.

Pasal 28

(1) Setiap orang atau badan/atau organisasi atau lembaga yang telqh
mendapatkan izin untuk melakukan pelayanan terhadap lanjut usia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), dan/atau
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mendapatkan penghargaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

24, menyalahgunakan izin dan/atau penghargaan yang diperolehnya dikenai
sanksi administrasi berupa

a. teguran lisan:

b. teguran tertulis:

C. pencabutan penghargaan:;

d. penghentian pemberian bantuan;
€. pencabutan izin operasional.

(2} Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah.

Penghargaan_ yang dimaksud dalam Pasal 24 adalah penghargaan kepada
masyarakat yang berpe.;an dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut
usia. Penghargaan tersebut diberikan oleh Pemerintah.

Pada tahun 2004, lahir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut
Usia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4451) (selanjutnya disebut dengan PP No 43 Tahun 2004). Lahirnya
peraturan pemerintah ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 UU No. 13 Tahun 1998
yang menentukan bahwa pelaksanaan terhadap pelayanan keagamaan dan mental
spiritual, pelayanan kesempatan kerja, kemudahan dalam penggunaan fasilitas,
sarana, dan prasarana umum, dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah,

Sesuai dengan yang dinyatakan dalam penjelasan umum PP No. 43 Tahun
2004, Peraturan Pemerintah ini disusun untuk memberikan kejelasan serta
menjabarkan hal-hal yang berkenaan dengan upaya peningkatan kesejahteraan
sosial lanjut usia agar pelaksanaannya memberikan hasil yang optimal sehingga
dapat mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan lanjut usia. Pelaksanaan upaya
peningkatan kesejahteraan lanjut usia yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini
meliputi. pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan,
pelayanan kesempatan Kkerja, pelayanan pendidikan dan latihan, pelayanan untuk
mendapatkan kémud‘ahan.:dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana
umum, pemberian kemudahan dan layanan tantuan hukum, pemberian
perlindungan sosial, bantuan sosial dan pemberian penghargaan terhadap

masyarakat.
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Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 UU No. 13 Tahun 1998
dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Komisi Nasional Lanjut
Usia. Pada tahun 2004 dibentuk Keputusan Presiden Republik Indonasia Nomor 52
Tahun 2004 Tentang Komisi Nasional Lanjut Usia lahir (selanjutnya disebut
Keppres No. 52 Tahun 2004). Menurut Pasal 1 ayat (2), Komisi Nasional Lanjut
Usia merupakan wadah koordinasi antara Pemerintah dan masyarakat yang bersifat
non structural dan independen dalam melaksanakarn tugasnya. Menurut Pasal 1 ayat
(2), Komisi Nasional Lanjut Usia merupakan wadah koordinasi antara Pemerintah
dan masyarakat yang bersifat non struktural dan independen dalam melaksanakan
tugasnya. Menurut Pasal 2 Keppres No. 52 Tahun 2004, Komisi Nasional Lanjut
Usia berkedudukan di lbukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan
Pasal 3 ayat (1), Komisi Nasional Lanjut Usia mempunyai tugas :

a. membantu Presiden dalam mengkoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan
kesejahteraan sosial lanjut usia;

0. memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden dalam penyusunan
kebijakan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.

Lebih lanjut, Pasal 3 ayat (2) mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Komisi Nasional Lanjut Usia dapat bekerja

sama dengan instansi Pemerintah. baik Pusat meaupun Daerah, organisasi

masyarakat, para ahli, badan internasional dan pihak-pihak lain yang dipandang

periu.

Bab VIl Keppres No. 52 Tahun 2004 Mengatur Mengenai Komisi Propinsi
Lanjut Usia Dan Komisi Kabupaten/Kota Lanjut Usia. Pasal 20 merentukan bahwa
di Propinsi dan Kabupaten/Kota dapat dibentuk Komis! Propinsi Lanjut Usia dan
Komisi Kabupaten/Kota Lanjut Usia. Komisi Propinsi Lanjut Usia ditetapkan oleh
Gubernur. Komisi Kabupaten/Kota Lanjut Usia ditetapkan oleh Bupati/ Walikota.
Pembentukan Komisi Propinsi Lanjut Usia dan Komisi Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud dalam tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan! pembentukan,
organisasi, dan tata kerja Komisi Nasional Lanjut Usia yang diatur dalam Keputusan
Presiden ini. Pasal 21 menentukan bahwa dalam melaksanakan tLgasnya, Komisi
Propinsi Lanjut Usia dan Komisi Kabupaten/Kota Lanjut Usia berkoordinasi dengan
Komisi Nasional Lanjut Usia.
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3.2.E. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009
TENTANG PELAYANAN PUBLIK (LEMBARAN NEGARA TAHUN 2009
NOMOR 112, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 5038)

Dalam upaya pencapaian keadilan dan kesejahteraan terhadap Lansia
tersebut, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab untuk memberikan
pelayanan publik sedasar dengan asas-asas good governance sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik.

Pasal 1 angka 1

Pelayanan publik -adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan
bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan
administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

‘Sistem Pemerintahan yang layak {Good governance) yang terwujud dalam penyelenggaraan
pemerintahan negara yang bersih, transparan, partisipatif, dan yang memiliki akuntabilitas publik,
merupakan hal yang sangat menentukan berfungsinya supra struktur dan infra struktur politik
sesuai dengan ketentuan hukum yang dibuat secara demokratis *

Karakteristik good governance menurut United Naiions Develcoment Programme adalah sebagai
berikut Participation; Rule of Law; Transparency; Responsiveness; Consensus orientation;

Equity; Effectiveness and Efficiency; Accountability; Strategic Vision

Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah dalam memberikan pelayanan
public harus sedasar dengan asas-asas pelayanan publik sebagaimana diatur dalam
Pasal 4 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Pubiik

Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan:
m. kepentingan umum;

kepastian hukum;

kesamaan hak;

keseimbangan hak dan kewajiban;

keprofesionalan;

partisipatif;

persamaan perlakuanftidak diskriminatif;

keterbukaan;

akuntabilitas;

fasiitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan:
. ketepatan waktu;dan

kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

XE<ETw 0D O3

Dalam hal ini untuk memberikan pelayanan publik yang maksimal terhadgp
lansia tentunya juga memperhatikan Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik

&8 BPHN, Seminar Hukum Nasional Ke Vi tentang Reformasi Hukum, hat 6.

* Ibid, hal 7.
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sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik disebutkan,
Pasal 21, Standar penyelenggaraan Pelayanan Publik sekurang-kurangnya meliputi kemponen
berikut ini:
Dasar hukum:;
Persyaratan;
Sistem, mekanisme, dan prosedur;
Jangka waktu penyelesaian:
Biayattarif:
Produk pelayanan:
Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas:
Kompetensi Pelaksana;
Pengawasan internal;
. Penanganan pengaduan, saran. dan masukan;
Jumiah pelaksana:

Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan
standar pelayanan;

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan
rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan

EXELSESCTOIO0DTOS

N

1.2.F.UNDANG-UNDANG  NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM

JAMINAN SOSIAL NASIONAL (LEMBARAN NEGARA TAHUN 2004

NOMOR 150 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 4456);

Salah satu latar belakang dibentuknya Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2004 (selanjutnya disebut UU No. 40 Tahun 2004) adalah karena bebe-apa program
jaminan sosial yang telah dijalankan sebelumnya® bary mencakup sabagian kecil
masyarakat. Sebagian besar rakyat beum memperoleh perlindungan yang
memadai. |

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan
Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin
seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan Jasar hidupnya yang layak.
Undang-Undang ini tidak secara khusus diperuntukkar bagi kesejahteraan kelompok

*® Jaminan sosial bagi tenaga kerja swasta melalui Undang-Undang Nomer 3 tahun 1992
tentang Jaminan Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), yang mencakup program jaminan pemeliharaan
kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan jarminan kematian. Untuk Pegawai Negeri
Sipil (PNS), telah dikembangkan program Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN)
yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomer 26 Tahun1921 dan pregram Asuransi Kesehatan
(ASKES) yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6¢ Tahun 1991 yang
bersifat wajib bagi PNS/Penerima Pensiun/Perintis Kemerdekaan,Vateran dana anggota keluarganya.
Untuk prajurit Tentara Nasiona! Indonesia (TN1), anggota Kepolisiar. Republik Indonesia (POLRI), dan_
PNS Departemen Pertahanan/TNI/POLRI beserta ke uarganya telah dileksanakan program Asu!’ans:
Sosial  Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) sesuaj dengan Feraturan Pemrintah
Nomor 67 Tahun 1991 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun
1971.
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lanjut usia. Dalam hal lanjut usia tersebut termasuk dalam kelompok fakir miskin dan
orang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 UU No. 40 Tahun 2304,

Undang-Undang ini menjamin agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya
yang layak, terutama jaminan kesehatan.
Pasal 14

1. Pemerintah secara bertahap mendaftarkan penerima bantuan iuran
sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

2. Penerima bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
fakir miskin dan orang tidak mampu.

Lebin lanjut, Pasal 17 ayat (4) dan (5) UU No. 40 Tahun 2004 menyatakan
bahwa iuran program jaminan sosial bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu
dibayar oleh Pemerintah. Pada tahap pertama, iurz1 tersebut dibayar cleh
Pemerintah untuk program jaminan kesehatan.

Sedangkan bagi kelompok lanjut usia yang ftidak tergolong kelompok fakir
miskin dan orang yang tidak mampu bisa menjadi peserta jenis pregram jaminan
sosial seperti yang diatur oleh Undang-Undang ini.

Pasal 18 mengatur bahwa jenis program jaminan sosial meliputi ;

a. jaminan kesehatan;

b. jaminan kecelakaan kerja;
C. jaminan hari tua;

d. jaminan pensiun; dan

e. jaminan kematian.

3.2.H. UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG KESEHATAN

(LEMBARAN NEGARA TAHUN 2009 NOMOR 144, TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA NOMOR 5063)

Pengundangan Undang-Undang Nomaor 36 Tahun 2009 (selanjutnya disebut LiU
No. 36 Tahun 2009) didasarkan pada pertimbangan bahwa k2sehatan sebagai salah
satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkah sesuai dengan cita-cita bangsa
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD NR! Tahun 1945 melalui
pembangunan nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan UUD NR]
Tahun 1945, Perkembangan kesehatan diarahkan untuk mempertinggi derajat
kesehatan, yang besar artinya bagi pengembangan dan pembinaan sumber daya
manusia Indonesia dan sebagai modal bagi pelaksanaan permbangunan nasional yang
pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan
pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.
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Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang
Kesehatan (selanjutnya disebut UU No. 36 Tahun 2009), Undang-Undang Nomor
23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3495) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Di dalam penjelasan umum UU No. 36

Tahun 2009 dinyatakan bahwa terdapat perbedaan antara UU No. 23 Tahun 1992
dan UU No. 36 Tahun 2009. UU No. 23 Tahun 1992 menitikberatkan pada
pengobatan (kuratif). Sedangkan UU No. 38 Tahun 2009 memandang persoalan
kesehatan sebagai suatu faktor utama dan investasi berharga yang pelaksanaannya
didasarkan pada sebuah paradigma baru yang biasa dikenal dengan paradigma
sehat, yakni paradigma kesehatan yang mengutamakan upaya fgromotif dan
preventif tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif.

Menurut UU No. 36 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1, kesehatan adalah keadaan
sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap
orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Ketentuan Pasal 4 UU No,
36 Tahun 2009 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kesehatan.” Lebih
lanjut, di dalam Pasal 5 diatur bahwa:

Pasal 5

(1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses
atas sumber daya di bidang kesehatan.

(2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperolen pelayanan
kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.

(3) Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab
menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperiukan bagi dirinya.

Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah
maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan
nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu. Selain itu, fasilitas
pelayanan kesehatan, haik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien
danfatau meminta uang muka bila dalam keadaan darurat, Hal tersebut dinyatakan

dalam Pasal 32.

Di dalam UU No. 36 Tahun 2009 juga terdapat pasal-pasal yang berkaitan

khusus dengan kesehatan kelompok lanjut usia, diantaranya adalah:
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« Pasal 93 ayat (1) mengatur bahwa pelayanan kesehatan gigi dan  mulut
dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
dalam bentuk peningkatan kesehatan gigi, pencegahan. penyakit gigi,
pengobatan penyakit gigi, dan pemulihan kesehatan gigi oleh Pemerintah,
pemerintah daerah, dan/atau masyarakat yang dilakukan secara terpadu,
terintegrasi dan berkesinambungan. Penjelasan Pasal 93 ayat (1) menyatakan

bahwa Lingkup masalah dari kesehatan gigi dan mulut ditinjau dari fase tumbuh
kembang:

a. Fase janin;
b. Ibu Hamil:

C. Anak-anak:
d. Remaja;

e. Dewasa; dan
f. Lanjut Usia.

« Pasal 138 ayat (1) menentukan bahwa upaya pemeliharaan kesehatan bagi
lanjut usia harus ditujukan untuk menjaga agar tetap hidup sehat dan
produktif secara sosial maupun ekonomis sesuaij dengan martabat kemanusiaan.
Sesuai dengan Pasal 138 ayat (2), Pemerintah wazjib menjamin  ketersediaan
fasilitas pelayanan kesehatan dan memfasilitasi kelompok lanjut usia untuk
dapat tetap hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomis.

= Pasal 142 ayat (1) menyatakan bahwa upaya perbaikan gizi dilakukan pada

seluruh siklus kehidupan sejak dalam kandungan sampai dengan lanjut usia.

Namun sayangnya Pasal tersebut hanya menentukan prioritas kepada kelompok
rawan:

a. bayi dan balita:

b. remaja perempuan; dan

c. ibu hamil dan menyusui.

Menurut Pasal 142 ayat (1) tersebut kelompok lanjut usia tidak termasuk dalam
kelompok rawan.

UU No. 36 Tahun 2009 juga mengatur bahwa kewenangan dalam Upaya
pemeliharaan kesehatan bagi lanjut.usia dan penyandang cacat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 138 dan Pasal 139 dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah
daerah, dan/atau masyarakat.
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Di dalam Bab XV UU No. 36 Tahun 2009 diatur mengenai pembiayaan
kesehatan. Pasal 170 menyatakan bahwa pembiayaan kesehatan bertujuan untuk
penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang
mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan secara berhasil guna dan
berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan agar
meningkatkan  derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Unsur-unsur
pembiayaan kesehatan tersebut terdiri atas sumber pembiayaan, alokasi, dan
pemanfaatan. Sumber pembiayaan kesehatan berasal dari Pemerintah, pemerintah
daerah, masyarakat, swasta dan sumber lain. Pasal 171 mengatur bahwa besar
anggaran kesehatan Pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5% (lima
persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji, Sedangkan
besar anggaran kesehatan pemerintah  daerah  provinsi, kabupaten/kota
dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja
daerah di luar gaji. Besaran anggaran kesehatan sebagaimana dimaksud
diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik yang besarannya sekurang-
kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari anggaran kesehatan dalam anggaran
pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Menurut Pasal 172 ayat (1) alokasi pemtiayaan kesehatan tersebut ditujukan

untuk pelayanan kesehatan di bidang pelayanan publik, terutama bagi penduduk
miskin, kelompok lanjut usia, dan anak terlantar.

3.2l. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2002
TENTANG BANGUNAN GEDUNG (LEMBARAN NEGARA TAHUN 2002
NOMOR 134, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 4247);
Keseturuhan maksud dan tujuan pengaturan di dalam Undang-Undang

Republik Indonesia Norror 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (SelanjLtnya

Disebut Uu No. 28 Tahun 2002) dilandasi oleh asas kemanfaatan, keselamatan,

keseimbangan, dan keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya, bagi

kepentingan masyarakat yang berperikemanusiaan dan berkeadilan.
Penjelasan Pasal 2 menyatakan bahwa asas keselamatan dipergunakan
sebagai landasan agar bangunan gedung memenuhi persyaratan bangunan gedung,

yaitu persyaratan keandalan teknis untuk menjamin keselamatan pemilik dan
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pengguna bangunan gedung, serta masyarakat dan lingkungan di sekitarnya, di
samping persyaratan yang bersifat administratif,

Beberapa pengaturan dalam pasal-pasal UU No. 28 Tahun 2002 yang
berkaitan dengan kelompok lanjut usia diantaranya adalah sebagai berikut:

-

Pasal 27 ayat (1) mengatur mengenai persyaratan kemudahan bangunan
gedung. Persyaratan kemudahan tersebut meliputi kemudahan hubungan ke,
dari, dan di dalam bangunan gedung, serta kelengkapan prasarana dan
sarana dalam pemanfaatan bangunan gedung. Menurut Pasal 27 ayat (2)
kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung tersebut
meliputi tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan
nyaman termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia. Penjelasan Pasal
27 ayat (2) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan aksesibilitas pada
bangunan gedung meliputi jalan masuk, jalan keluar, hubungan horizontal
antarruang, hubungan vertikal dalam bangunan, gedung dan sarana
transportasi vertikal, serta penyediaan akses evakuasi bagi pengguna
bangunan gediing, termasuk kemudahan mencaii, menemukan, dan
menggunakan alat pertolongan dalam keadaan darurat bagi penghuni dan
terutama bagi para penyandang cacat, lanjut usia, dan wanita hamil, terutama
untuk bangunan gedung pefayanan umum. Aksesibilitas harus memenuhi
fungsi dan persyaratan kinerja, ketentuan tentang jarak, dimensi,

pengelompokan, jumlah dan daya tampung, serta ketentuan tentang
Konstruksinya.

Yang dimaksud dengan:
- mudah, antara lain kejelasan dalam mencapai ke lokasi, diberi keterangan
dan menghindari risiko terjebak;
- nyaman, antara lain melalui ukuran dan syarat yang memadai:
- aman, antara lain terpisah dengan jalan ke luar untuk kebakaran, kemiringan
permukaan lantai, serta tangga dan bordes yang mempunyai pegangan atau
pengaman.

Pasal 31 ayat (1) menentukan bahwa penyediaan fasilitas dan aksesibilitas
bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal

27 ayat (2) merupakan keharusan bagi semua bangunan gedung, kecuali
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rumah tinggal. Penjelasan Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa rumah
tinggal tunggal, khususnya rumah inti tumbuh dan rumah sederhana sehat,
tidak diwajibkan dilengkapi dengan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang
cacat dan lanjut usia. Namun, bangunan gedung fungsi hunian seperti
apartemen, flat atau sejenisnya tetap diharuskan menyediakan fasilitas dan
aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia. Menurut Pasal 31 ayat
(2), fasilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) tersebut, termasuk penyediaan fasilitas aksesibilitas dan
fasilitas lainnya dalam bangunan gedung dan lingkungannya. Lebih lanjut,
Pasal 31 ayat(3) menentukan bahwa ketentuan rnengenai penyediaan
aksesibilitas bagi penyandang cacat dan tanjut usia sebagaimana dimaksud

daiam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

3.2.J. UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH (LEMBARAN NEGARA TAHUN 2004
NOMCR 125, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 4437)

Konsepsi eenheidsstaat di dalam Pasal 1 jincto Pasal 18 UUD 1945
menegaskan bahwa asal kekuasaan dan kekuasaar tertinggi ada pada negara,
yang dalam pelaksanaannya kekuasaan tersebuyt didesentralisasikan kepada daerah
untuk mengelola sebagian urusan pemerintahan menjadi urusan rumah tangganya
sendiri, atau dengan kata lain pemerintahan daerah merupakan sub system dari
hierarkhi kepemerintahan negara. Untuk itu dalam pelaksanaan kewenangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus bersandarkan pada Undang-

Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur

dalam,

Pasal 10 ayat (3)

Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi :

a. politik iuar negeri;

b. pertahanan;

c. keamanan;

d. yustisi;

e. moneter dan fiskal nasional; dan

f agama.

Hal ini untuk menghindari overfapping kewenangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah.
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Dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebur, tentunya Pemerintah Daerah
perlu juga memperhatikan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan untuk

meminimalisir terjadinya maladministrasi dalam jalannya roda pemerintahan.

Pasal 20 ayat (1)

Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara
yang terdiri atas :

) Asas kepastian hukum:

k) Asas tertib penyelenggara negara;
) Asas kepentingan umum;

m) Asas keterbukaan;

n) Asas proporsionalitas

0) Asas profesionalitas;

p) Asas akuntabilitas:

q) Asas efisiensi;

1) Asas efektivitas.

Selanjutnya dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi lanjut usia
tentunya Pemerintah Daerah perlu kiranya mengetahui batasan kewenangan dan

kewajibannya. Hal ini sebagaimana diatur dalam.

Pasal 22
Dalam menyelenggarakan ctonomi, daerah mempunyai kawajiban :
a. melindungi masvarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indoresia;
meningkatkan kualitas kehidupan masyaraxat;
mengembangkan kehidupan demokrasi:
mewujudkan keadilan dan pemerataan:
meningkatkan pelayanan dasar pendidikan:
menyediakan fasilitas pelayaran kesehatan:
menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umurm yang layak;
mengembangkan sistem jaminan sasial;
menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
mengembangkan sumber daya produktif di daerah:
melestarikan lingkungan hidup:
mengelala administrasi kependudukan:
. metestarikan nilai sosial budaya;
membentuk dan menerapkan peraturan perundang-Ladangan sesuai dengan
Kewenangannya: dan
kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

33T T T J@~eonogo
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Ketentuan tersebut di atas juga sedasar dengan Penjelasan Umum huruf b UU
No. 32 tahun 2004, menyatakan bahwa prinsip otonom daerah menggunakan prinsip
ctonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan
mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah
yang ditetapkan dafam UU No. 32 tahun 2004. Daerah memiliki kewenangan

membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta,
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prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan
kesejahteraan rakyat.

3.2.K. PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2007
TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA (LEMBARAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2007 NOMOR 4 SER| E)

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2007 Tentang
Kesejahteraan Lanjut Usia (selanjutnya disebut Perda Jatim No. 5 Tahun 2007) lahir
sebagai landasan peran pemerintah, masyarakat, dan keluarga dalam lingkup
Provinsi Jawa Timur dalam upaya melakukar kegiatan pembinaan, pemberdayaan,
pelayanan, komunikasi dan koordinasi operasional bagi kemandirian Lansia
potensial maupun bagi Lansia non potensial.

Peraturan Daerah ini, meliputi pelayanan keagamaan dan mental spiritual,
pelayanan kesehatan, pelayanan kesempatan kerja. pelayanan pendidikan dan
latihan, pelayanan untuk mendapatkan kemrudahan dalam penggunaan fasilitas,
sarana dan prasarana umum, pemberian kemudahaan dan layanan bantuan
hukum, pemberian perlindungan sosial dan bantuan sosial dan pemberian
penghargaan kepada masyarakat.

Peraturan daerah ini memberikan definisi yang sama dengan UU No. 13
Tahun 1998 terhadap istilah “fanjut usia” “lanjut usia potensial’, dan ‘lanjut usia tidak
potensial®. Selain memberikan perlindungan kepada lanjut usia potensial dan lanjut
usia tidak potensial seperti halnya UU No. 13 Tahun 1998, ternyata Peraturan
Daerah ini juga memberikan perlindungan <epada lanjut usia terlantar. Menurut
Pasal 1 angka 7, yang dimaksud dengén lanjut usia terlantar adalah lanjut usia yang
karena suatu sebab tidak dapat mementni kebutuhan pokoknya baik rohani,
jasmani maupun sosialnya.

Perda Jatim No. 5 Tahun 2007 ini uga mewadahi beberapa pengaturan
mengenai sistem pelayanan kesejahteraan bagi lanjut usia yang betum diatur oleh
UU No. 13 Tahun 1998 dan PP No. 43 Tahur 2004, diantaranya adalah:

Pasal 1 angka 8

Karang Werda adalah wadah untuk menampung kegiatan para
Lansia.

Pasal 1 angka 9
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Panti Werda adalah sistem pelayanan kesejahteraan bagi Lansia yang
terfantar.

Menurut Pasal 39 ayat (1) Karang Werda yang merupakan wadah bagi
kegiatan Lansia ini dibentuk di tingkat Desa / Kelurahan

Pasal 1 angka 18

Pelayanan Harian Lansia (Day Care Services) adalah suatu model
pelayanan sosial yang disediakan bagi Lansia, bersifat sementara,
dilaksanakan pada siang hari di dalam atau di luar panti dalam waktu

maksimal 8 jam, dan tidak menginap, yang dikelola oleh pemerintah atau
masyarakat secara profesional.

Pasal 1 angka 19

Pelayanan Sosial di Keluarga Sendiri (Home Care Services) adalah

bentuk pelayanan sosial bagi Lansia yang dilakukan d rumah atau di
dalam keluarga sendiri.

Pasal 1 angka 20

Pelayanan Sosial melalui Keluarga Pengganti (Foster Care Services)
adalah bentuk pelayanan sosial bagi Lansia di luar keluarca sendiri dan
diluar lembaga dalam arti fansia tinggal bersama keluarga
lain/pengganti karena keluarganya tidak dapat rmembe-ikan pelayanan
yang dibutuhkannya atau dia berada dalam kondisi ierlantar.

Pasal 8 ayat {1) mengatur bahwa peningkatan kesejahteraan Lansia meliputi:

a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;

b. pelayanankesehatan:

C. pelayanan kesempatan kerja;

d. pelayanan pendidikan dan pelatihan:

e. Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas,
sarana, dan prasarana umum

f. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum:;

g. bantuan sosial:

h. perlindungan sosial;

Ruang lingkup peningkatan kesejahteraan lanjut usia yang di jamin oleh Pasal 8 ayat
(1) tersebut tidak berbeda dengan yang telah ditentukan oleh UU No. 13 Tahun
1598. Menurut Pasa! 8 ayat (2), peningkatan Kesejahteraan Lansia sebagaifnana

dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan oleh dan menjadi  tangcgung jawab
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bersama Pemerintah Provinsi, Kabupaten/kota, keluarga dan masyarakat sesuai
dengankewenangan dan kapasitas masing-masing. Penyelenggaraan terhadap
pelayanan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan lanjut usia tersebut
terjabar di dalam BAB V Peraturan Daerah ini, mulai dari Pasal 9 sampai dengan
Pasal 38.

Pasal 40 ayat (1) menyatakan bahwa dalam Upaya  peningkatan
kesejahteraan sosial Lansia di tingkat Provinsi, dapat dibentuk Komisi Lansia
Provinsi dengan Keputusan Gubernur. Menurut Pasal 40 avat (2), Komisi Lansia
Provinsi  tersebut pada dasarnya mempunyai  tugas  mengkoordinasikan
pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan Lansia, memberikan saran dan
pertimbangan kepada Gubernur dalam menyusun Kketijakan upaya peningkatan
kesejahteraan Lansia.

Di dalam BAB VII Perda Jatim No. 5 Tahun 2007 ini memuat ketentuan
pidana. Pasal 41 ayat (1) menentukan bahwa “setias orang atau badan yang
meianggar ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2), (3) dan /4) diancam dengan pidana
kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) paling banyak. Pasal 30 ayat (2), (3) dan (4) berkaitan dengan penyediaan
aksesibilitas oleh Pemerintah Provinsi, masyarakat can dunia usaha Pasal 41
ayat (2) menentukan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal

41 ayat (1) adalah pelanggaran.
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BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS PENYUSUNAN
RENCANA PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG
KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

4.1. Landasan Filosofis

Kebutuhan akan perlunya pengaturan mengenai kesejahteraan Lansia
{Lansia) secara filosofis, merupakan perwujudan dari kesepakatan awal dalam
bernegara yaitu ™ membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum...” (alinea ke 4 (empat) Pembukaan UUD Negara
Republik Indonesia 1945 ). Kesejahteraan umum yang harus dipenuhi mengandung
makna kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia --termasuk mereka yang
memasuki lanjut usia -- merupakan amanah Pancasila Sila ke II yaitu nilai-nilai
kemanusiaan dan Sila ke V Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penempatan warga Lansia sebagai pihak yang harus dilindungi dan dihormati
merupakan perwujudan dari filosofi hak asasi manusia yang mengajarkan nilai-nilai
moral yang pada hakekatnya untuk tujuan memartabatkan manusia siapapun dia
sebagaimana tercermin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia * Semua orang
dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama....”

.....

Upaya untuk mewujudkan Kesejahteraan bagi Lansia tidak terlepas dari sifat
religious dan juga budaya iuhur bangsa Indonesia yang bersifat kekeluargaan,
memposisikan orang tua atau yang lanjut usia sebagai fihak yang harus dihormati

termasuk tentunya untuk disejahterakan adalah suatu kewajiban baik bagi keluarga,
masyarakat maupun peraerintah.

Bahwa peningkatan kesejahteraan Lansia merupakan salah satu upaya
perwujudan tujuan bangsa yang diamanatkan dalam FPembukaan UUD 1945,
Selanjutnya dalam sila ke-5 Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
secara jelas dinyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Mmenjadi dasar satah satu filosofi bangsa, karenanya setiap Warga Negara Indonesia
berhak untuk memperoleh keadilan sosial yang sebaik-baiknya.

Untuk menciptakan situasi dan kondisi yang berkeadilan sosial, Pemerintah
Daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 45 dalam alinea IV Pembukaaan
UUD 45 yaitu : melindungi segenap bangsa Indonesia dan sefuruh tumpah darah
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan xehidupan bangsa, dan
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ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemsardekaan, perdamaian abadi
dan keadilan sosial.

Dalam rangka pencapaian keadilan dan kessjahteraan terhadap Lansia
tersebut, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab untuk memberikan
pelayanan publik sesuai dengan asas good governance sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Republik indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik. Setanjutnya setiap warga Lansia memiliki hak cdan tanggung jawab
sebagaimana diatur Pancasiia dan Undang — Undang Dasar 1945 Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, dan UUndang-Undang
Nomor 11 Tahun 2009 tentang  Kesejahteraan  Sosial, serta petunjuk
pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah nomcr 43 Tahun 2004 tentang
Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia. Oleh karena itu diperlukan
adanya kepastian hukum dalam bentuk Peraturan Daerah.

Gagasan tentang kesejahteraan Lansia sebagai bagaian dari kesejahteraan
sosial yang tertuang di dalam UUD 1945 merupakan salah satu alasan paling
penting bagi kelahiran sebuah negara.

4.2. LANDASAN SOSIOLOGIS
Ketiadaan produk hukum daerah mengenat Kesejahteraan Lansia sebagai
pijakan pelaksanaan peran negara mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum

dalam pemenuhan hak atas peningkatan kualitas hidup dan kesejahtaraan sosial
bagi Lansia.

Pada dasarnya secara sosiologis, hal ini akan menimbukan kemiskinan
struktural, ketelantaran, perilaku anti sosial kondisi disharrnoni, kerawanan sosial
dan tindak kejahatan yang akan menjadi pemicu terjadinya disintegrasi sosial. Pada
akhirnya akan menjadi beban sosiai masyarakat dan pemerintah daerah yang
membutuhkan biaya pembangunan yang lebih besar. Hal ini, secara pctensial akan
mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi lokal suatu daerah.

Adapun pentingnya produk hukum daerah secara psikologis akan

menumbuhkan rasa aman bagi lansia karena negarz telah memberi<an jaminan

67



Naskah Akademik Kesejahteraan Lanjut Usia

%a—_—_ﬁ_ﬁ______%
hukum, rasa keadilan (sense of equity), dan rasa persamaan hak (sense of equality)
sehingga akan meminimalisir munculnya kecemburuan sosial ketidakberdayaan,
sikap fatalistik dan agresivitas, serta perilaku menyimpang lainnya. Pada sis| yang
lain untuk menjamin te:rpenuhinya hak-hak kesejahteraan bagi Lansia, dan untuk
menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan sosial pada tingkat lokal
yakni dengan disahkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun
2007 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, dan tingkat nasional yakni Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1598 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Pada dasarnya selama ini pemerintan daerah menyelesaikan permasalahan
sosial warga Lansia didasarkan pada pendekatan berbasis masalah {problem-based
approach) yang seringkali bersifat represif. Namun demikian penguatan terhadap
perubahan sosial ¢i tingkat lokal dan nasional melegitimasikan penanganan
permasalahan sosial“terhadap lLansia dengan pendekatan hak (right-based
approach) yang mengedepankan prinsip partisipatif dan pemberdayaan masyarakat,
dan tetap menjamin pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah dalam mewujudkan
kesejahteraan Lansia yang berkeadilan.

Keberadaan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Kesejahteraan Lansia
sejatinya menekankan pada peran Pemerintah Daerah yang responsif dalam
mengelola dan mengorganisasikan kinerjanya sehingga mampu menjalankan
kewajiban dan tanggungjawabnya untuk menjamin  ketersediaan pelayanan
kesejahteraan sosial bagi warga Lansia. Selain itu dukungan dan partisipasi warga
masyarakat, stake holder dan keluarga | merupakan pilar utama pencapaian

kesejahteraan bagi warga Lansia, sehingga terjalin kerjasama yang harmonis.

4.3. LANDASAN YURIDIS

Permasalahan kesejahteraan  sosial yang berkembang dewasa ini
menunjukkan bahwa ada sebagian warga negara yang belum dapat memenuhi
kebutuhan dasar secara mandiri karena kondisinya yang mengalami hambatan
fungsi sosial, dan akibatnya mereka mengalami kesulitan dalam mengakses sistem
pelayanan sosial dasar serta tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi

kemanusiaan.
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Pembentukan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Surabaya tentang
Kesejahteraan Lanjut Usia ini dalam rangka implementasi asas negara hukum, asas
legalitas, asas demokrasi yang mengedepankan legitimasi terhadap regulasi dan
kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan Lansia yang bertujuan
untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya
kemandirian,dan kesejahteraan, terpeliharanya sistem nilai tudaya dan kekerabatan
bangsa Indonesia, serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pada sisi yang lain populasi lanjut usia yang semakin hertambah banyak
karena perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga life
expectancy (umur harapan hidup) meningkat. Oleh karena ity regulasi dan kebijakan
pemerintah tentang kesejahteraan lansia yang dituangkan dalam Peraturan Daerah

mempunyai peranan sangat penting sebagai jaminan pelaksanaan hak-hak warga
Lansia khususnya di Kota Surabaya.

Adapun landasan hukum pengaturan kesejahteraan Lansia yakni
sebagaimana berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945:

2. Undang -Undang R| No.13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut
Usia.

3. Undang -Undang RI No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
(HAM).

4. Undang-Undang Republik Indonesia Ncmor 28 Tahun 2002 Tentang
Bangunan Gedung

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2C04 Tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional

7. Undang - Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan
Sosial.

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nemor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik

9. Undang - Undang Rl Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

10.Undang-Undang Republik Indonesia Ncmor 13 Tahun 2011 Tentang
Penanganan Fakir Miskin

11. Peraturan Pemerintah Rl No. 43 Tahun 2004 Tentangpelaksanaan
Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosiz| Lanjut Usia

12.Peraturan’ Pemerintah RI No. 39 Tahun 2012 Tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

13.Keputusan Presiden No. 52 Tahun 2C04 Tentang Komisi Nasional
Lanjut Usia.

65



Naskah Akademik Kesejahteraan Lanjut Usia

N
14.Keputusan Menkckesra No.15/Kep/Menko/Kesra/|X/1994 Tentang
Panitia Nasional Pelembagaan Lanjut Usia Dalam Kehidupan Bangsa.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2007 Tentang Pedoman
Pembentukan Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu.
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2007 Tentang
Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2007 Nomor 4 Seri E)

17.Rencana Aksi Nasional (RAN) Untuk Kesejahteraan Lanjut Usia 2003-
2008 Dan 2009-2014.

Atas hal tersebut nyatalah Pemerintah Daerah mempunyai peran utama dalam

mewujudkan pemberdayaan Lansia sedasar dengan peraturan perundang-
undangan tersebut di atas.
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BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG
- KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

5.1. Jangkauan Dan Arah Pengaturan

Sasaran yang akan diwujudkan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota
Surabaya tentang Kesejahteraan Lanjut Usia adalah peningkatan kezejahteraan sosial
lansia diselenggarakan berasaskan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha
Esa, kekeluargaan, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan.

Selanjutnya arah pengaturan dalam pembentukan Peraturan Daerah adalah
peningkatan kesejahteraan sosiai lansia agar Lansia tetap dapat diberdayakan sehingga
berperan dalam -kegiatah pembangunan dengan memperhatikan  fungsi, kearifan,

pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia. dan kondisi fisiknya, serta
terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosia lanjut usia. Untuk jangkauan
pPengaturan kesejahteraan Lansia dalam Peraturan Dzerah adalah Lansia Potensial,
Lansia Tidak Potensial dan Lansia terlantar yang berada di wilayah kota Surabaya.

Sedangkan tujuan peningkatan kesejahteraan _ansia untuk memperpanjang
usia harapan hidup dan masa produktif,  terwujudnya kemandirian.dan
kKesejahteraan, terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa
Indonesia, serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam hal ini materi yang dibahas dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya
tentang Kesejahteraan Lansia adalah sebagai berikut :

a. bahwa Lansia sebagai Warga Negara Republik Indonesia mempunyai hak
dan kewajiban yang sama dalam segala aspzk kehidupan, serta memiliki
potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan untuk memajukan
kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat,

b. Pembuatan Kartu Tanda Lansia sebagai sarana untuk memperoleh hak atas
kesejahteraan Lansia.

c. Pemerintah Daerah mempunyali kewajiban dan tanggung jawab untuk

pemenuhan dan beningkatan hak-hak atas Kesejahteraan Lansia
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d. Posyandu Lansia dan/atau Karang Werda sebagai wadah dan pusat Kegiatan
bagi Lansia untuk mewujudkan lansia yang sehat mandiri, dan produktif,
€. Peran serta masyarakat dajam upaya peningkatan kesejahteraan Lansia
dapat dilakukan secara perseorangan, kefuarga, masyarakat organisasi
sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
f. Peran Komisi Daerah Lansia dalam mengkoordinasikan pelaksanaan upaya
peningkatan kesejahteraan Lansia, memberikan saran dan pertimbangan

kepada Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan upaya peningkatan
kesejahteraan Lansia di tingkat Daerah.

5.2, RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KOTA
SURABAYA TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA
Beranjak dari konsep hukum tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dapat

diderivasi materi muatan (rancangan) Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan
Lanjut Usia sebagai tersebut di bawah ini,

5.2.1. KETENTUAN UMUM.
Dalam bab ketentuan umum dimuat rumusan pengertian yang digunakan
dalam peraturan daerah, asas yang melandasi rumusan norma
kesejahteraan Lansia, tujuan pengundangan peraturan daerah, dan

sasaran yang akan dicapai dengan pembuatan peraturan daerah.

3.2.1.1. Rumusan Pengertian
Untuk menentukan luas ruang lingkup pengaturan masalah kesejahteraan
Lansia diperlukan kejefasan mengenai pengertian Lansia dan Kesejahteraan
Lansia. Dari rumusan dua pengertian tersebut dapat ditarik beberapa pengertian

yang relevan dalam kaitan dengan pengelolaan samgah

9.2.1.1.1. PENGERTIAN LANSIA.
1. Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat Lansia adafah seseorang yang telah
mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau ebih, yang meliputi Lansia

Potensial, Lansial Tidak Potensial, Lansia Terlantar .
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2. PraLanjut Usia selanjutnya disingkat Pra Lansia adalah seseorang yang telah

berumur 45 tahun sampai dengan belum mencapai 60 tahun.

Ada pun Lanjut Usia yang termasuk dalam ruang lingkup rerda ini terdiri dari-

1.

Lanjut Usia Potensial yang selanjutnya disingkat Lansia Potensial adalah
Lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang
dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.

Lanjut Usia Tidak Potensial yang selanjutnya disingkat Lansia Tidak Potensial
adalah Lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya
bergantung pada bantuan orang lain.

Lanjut Usia Teriantar yang séfanjutnya disingkat Lansia Terlantar adalah
lanjut usié yan'g‘ Karena suatu sebab tidak dapat memenuhi kebutuhan
pokoknya baik rohani, jasmani maupun sosialnya.

5.21.1.2.  KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

Kesejahteraan Lanjut Usia adalah suatu tata kehidupan dan
penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi rasa
keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi
setiap fanjut usia untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani,
dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan
menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.

Beranjak dari rumusan pengertian kesejahteraan lanjut usia dapat
disimpulkan bahwa ruang lingkup Kesejahteraan Lansia meliputi beberapa
aspek yang saling terkait baik material maupun spirtual yang memungkinkan
bagi setiap lanjut usia untuk mengadakan pemenuhzn kebutuhan jasmani,
rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri. keluarga, serta masyarakat,
sehingga akan mewujudkan lansia yang sehat, mandiri dan produktif dengan

melalui beberapa kegiatan Lansia yakni Posyandu Lansia dan Karang Werda.

5.2.1.1.3. Pengertian Keluarga dan Masyarakat

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-
istri tidak ada anak, suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu

dan anaknya, kakek dan/atau nenek dengan cucunya. Sedangkan masyarakat
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adalah perorangan, keluarga, -kelompok, dan organisasi sosial dan/atau
organisasi kemasyarakatan.

5.2.1.1.4. Pengertian Posyandu Lansia

Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia yang selanjutnya  disingkat
Posyandu Lansia adalah organsasi sosial Lansia di tingkat RW (Rukun
Warga).

5.2.1.1.5. Karang Werdha
Karang Werdha adalah wadah untuk menampung kegiatan para Lansia.
Karang Werdha ini dibentuk di sefiap Kelurahan, merupakan lembaga sosial

kemasyarakatan yang beranggotakan Posyandu Lansia sebagai mitra Pemerintah
Kelurahan dalam bentuk memberdayakan Lansia.

5.2.1.1.6. Panti Werdha

Panti Werdha adalah sistem pelayanan kesejahteraan bagi Lansia yang
terlantar dan yang membutuhkan. Pemerintah Daerah membentuk Panti Werdha
guna menampung Lansia terlantar.

5.2.1.1.7. Puskesmas Santun Usia
Puskesmas Santun Lansia adalah puskesmas yang melakukan pelayanan

kesehatan kepada pra lanjut usia dan lanjut usia meliputi aspek pendidikan,
pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi.

5.2.1.1.8. Perlindungan Sosial
Adapun pengertian dan maksud dari Perlindungan sosial dalam
Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Lansia ini adalah upaya Pemerintah
Kota dan/atau masyarakat untuk memberikan kermudahan pe!ayanan'bagi
Lansia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup

yang wajar. '

5.2.1.1.9. Bantuan Sosial
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Bantuan sosial adalah upaya Pemerintah Kota dan/atau Mmasyarakat untuk
memberikan bantuan yang bersifat tidak tetap agar lansia potensial dapat
meningkatkan taraf kesejahieraan sosialnya. Bantuan sosial diberikan kepada
Lansia potensial yang tidak mampu agar Lansia dasat memenuhi kebutuhannya
dan meningkatkan taraf kesejahteraannya. Bantuan sosial tersebut bersifat tidak
tetap, baik dalam bentuk material, finansial, fasilitas pelayanan dan informasi, dan

diberikan pada Lansia yang sudah diseleksi dan memperoleh birrbingan sosial.

5.21.1.10. Bantuan Sosial dalam Bentuk Pelayanan Bagi Lansia

Daiam hal @ni ruang lingkup bantuan sosial yang diberikan kepada Lansia

dalam meliputi ;

1. Pelayanan Harian Lansia (Day Care Services) adala1 suatu model
pelayanan sosial yang disediakan bagi Lansia, be-sifat sementara,

\ dilaksanakan pada siang hari di dalam atau di luar panti dalam waktu
‘ maksimal 8 jam, dan tidak menginap, yang dikelola oleh pemerintah
atau masyarakat secara profesional.

2. Pelayanan Sosial di Keluarga Sendiri (Home Care Services)
adalah bentuk pelayanan sosial bagi Lansia yang dilakukan di rumanh
atau di dalam keluarga sendiri.

3. Pelayanzn Sosial melalui Keluarga Pengganti (Foster Care
Services) adalah bentuk pelayanan sosial bagi Lansia di luar
keluarga sendiri dan di luar lembaga dalam arti Lansia tinggal
bersama keluarga lain/pengganti karena keluarganya tidak dapat
memberikan pelayanan yang dibutuhkannya atau dia dalam kondisi
terlantar. |

3.2.1.1.11. Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial
Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial adalah upaya perlindungan
dan pelayanén yang bersifat terus-menerus agar lanjut usia dapat mewujudkan
dan menikmati taraf hidup yang wajar.

5.21.1.12. Pemberdayaan Lansia
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Pemberdayaan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik,
mental spiritual, sosial pengetahuan, dan keterampilan agar para lanjut usia
siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing melalui
organisasi atau perkumpulan khusus bagi Lansia.

5.2.1.1.13. Aksesibilitas

Aksesibilitas adalah kernudahan untuk memperoleh dan menggunakan
sarana, prasarana dan fasilitas umum bagi lansia untuk memperlancar mobilitas
Lanjut Usia.

Setiap pengadaan sarana dan prasarana umum oleh Pemerintah
Daerah, danlatau."! masyarakat serta dunia usaha ditaksanakan dengan
menyediakan aksesibilitas bagi Lansia dalam bentuk:

a. fisik;

b. non fisik.

5.2.1.1.14. Bangunan umum adalah bangunan yang berfungsi untuk kepentingan

publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi
sosial dan budaya.

£.2.2. ASAS, ARAH DAN TUJUAN
5.2.2.1. Asas
Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia diselenggarakan

berasaskan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
kekeluargaan,  keseimbangan, keserasian, dan  keselarasan  dalam
perikehidupan.
5.2.2.2. Arah

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia diarahkan agar Lansia
tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan
dengan memperhatikan fungsi, kearifan, pengetanuan, keahlian, keterampilan,
pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan
taraf kesejahteraan sosial lanjut usia.
5.2.2.3. Tujuan
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Peningkatan kesejahteraan Lansia bertujuan untuk memperpanjang usia
harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan,
terpeliharanya sistem nilaj budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia, serta

. lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

5.2.3. HAK DAN KEWAJIBAN LANSIA
Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai hak dan kewajiban Lansia

dalam rangka mewujudkan kesejahteraan lansia sehingga nampak secara nyata
batasan yang jelas di antara hak dan kewajiban.

5.2.3.1. Hak Lansia

1. Sefiap lansia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara, serta meningkatkan ketagwaan kepada Tuhan
. Yang Maha Esa.
2. Sebagai penghormatan dan penghargaan kepada Lansia diterikan hak Jntuk
meningkatkan kesejahteraan yang meliputi :
a. pelayanan keagamaar dan mental spiritual:
b. pelayanan kesehatan:
C. pelayanain kesempatan kerja:
d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
€. kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana
umum;
f. kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum:
g. perlindungan sosiafl:
h. bantuan sosial.
3. Hak tersebut dapat diperoleh oleh Lansia yang memiliki Kartu Tanda Anggota
Lansia yang dikreéuarkan oleh Dinas Sosial berdasarkan data Lansia dari
Posyandu Lansia dan/atau karang werdha
4. Dinas Sosial mendelegasikan pada Camat untuk mendistribusikan Kartu
Tanda Anggota Lansia sesuai data Posyandu Lansia dan/atau karang
‘*‘:\\ werdha.

AN 5.2.3.2. Kewajiban Lansia
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1. Lansia mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat
berbangsa, dan bernegara.
2. Sefiap lansia berkewajiban - membimbing, mangamalkan, menularkan,
mewariskan dan memberikan keteladanan kepada generasi penerus dalam
segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

5.2.4. TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
5.241. Tugas
Pemerintah Daerah bertugas mengarahkan, membimbing,

memberdayakan ¢an menyelenggarakan upaya peningkatar kesejahteraan
sosial Jansia.

5.2.4.2. Wewenang

1. Dalam penyelenggaraan kesejahteraan Lansia, Pemerintah Daerah
berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan.'pengembangan
jaminan sosial bagi Lansia tidak potensial terlantar yang berasal dari
masyarakat rentan dan tidak mampu.

2. Penetapan kebijakan pengembangan jaminan sosial bagi Lansia tidak

potensial terlantar sesuai dengan peraturan perundang-undang yang beriaku

5.24.3. Tanggung Jawab
Peningkatan kesejahteraan Lansia menjadi  tanggung jawab bersama

Pemerintah Daerah, keluarga dan masyarakat sesuai dengan kewenangan dan
kapasitas masing-masing.

9.2.5. PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANSIA

Bahwa peningkatan kesejahteraan sosial Lansia ditujukan pada Lansia
potensial, Lansia tidak potensial, dan Lansia terlantar. Adapun ruang lingkup
peningkatan kesejahteraan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;

b. pelayanan kesehatan;

. pelayanan kesempatan kerja;

d. pelayanan pendidikan dan pelatihan:

e

. kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum:
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f. kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum:

g. perlindungan sosial:

h. bantuan sosial.

5.2.5.1. Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual

1. Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi lansia untuk mempertebal
rasa keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2. Pelayanan keagamaan dan mentai tersebut diselenggarakan melalui
peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinannya
masing-masing, meliputi:

a. bimbingan keagamaan dan kerohanian;

b. penyediaan aksesbilitas pada tempat-tempat peribadatan.

5.2,5.2. Pelayanan Kesehatan

L. Pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan
derajat kesehatan dan kemampuan lansia agar kondisi fisik, mental, dan
sosialnya dapat berfungsi secara wajar.

2. Pelayanan kasehatan bagi lansia dilaksanakan melalui:

a. penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan Lansia;

b. upaya penyembuhan (kuratif) yang diperluas pada bidang pelayanan
geriatric/gerontology ditingkat Puskesmas sampai Rumah Sakit:

€. pengembangan lembaga perawatan Lansia yang menderita penyakit
kronis dan/atau penyakit terminal, dalam bentuk Panitia Medik Lansia,
serta peningkatan Sumberdaya manusia kesehatan geriatri.

d. pengembangan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Lansia dan
Puskesn1§;s Santun Lansia serta poli dan rawat inap lansia di Rumah
Sakit.

3. Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada
Lansia yang tidak mampu, diberikan tanpa dipungut biaya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertaku
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1.

5.2.5.3. Pelayanan Kesempatan Kerja

1. Pelayanan kesempatan kerja bagi lansia potansial dimaksudkan memberi
peluang untuk mendayagunakan pengetahaan, keahlian, kemampuan,
keterampilan, dan pengalaman yang dimitikinya.

2. Pelayanan kesempatan kerja tersebut dilaksanakan pada sektor formal dan

non formal, melalui perseorangan, kelompok/organisasi, atay fembaga baik
Pemerintah Daerah maupun Masyarakat.

5.2.5.3.1. Sektor Farmal

Pelayanan kesempatan kefja dalam sektor formai dilaksanakan melalui
Kebijakan pemberian kesempatan kerja bagi Lansia Potensial untuk memperoleh
pekerjaan. Dunia usaha memberikan kesempatar yang seluas- -luasnya kepada
tenaga kerja lansia Potensial yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikas;
pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat. minat, dan
kemampuannya.

Dalam hal ini penetapan persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan
tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan fakior:

a. kondisi fisik;

b. ketrampilan dan/atau keahlian:
. pendidikan;

d. formasi yang tersedia:

e. bidang usaha

5.3.2. Sektor Non Formal

Pelayanan kesempatan kerja dalam sektor no-n formal dilaksanakan melalui
kebijakan menumbuhkan iklim usaha bagi lansia Potensial yang mempunyai

ketrampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usahz bersama.

2. Penumbuhan iklim usaha dilaksanakan melalui:

a. bimbingan dan pelatihan managemen yang sehat:
b. pemberian kemudahan dalam pelayanan SIUP, mengakses pada
lembaga lembaga keuangan baik perbarkan dan/atau koperasi untuk

menambah modal usaha.
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3. Masyarakat dan dunia usaha berperan serta secara aktif dalam menumbuhkan

4.

5.

iklim usaha bagi lansia potensial melalui kemitraan bidang peningkatan
kualitas ‘usaha/produksi pemasaran, bimbingan dan pelatihan <etrampilan di
bidang usaha yang dimiliki.

Bagi Lansia potensial yang mempunyai ketrampilan dan/atau keahlian untuk
melakukan usaha sendiri atay melalui kelompok usaha bersama dapat
diberikan bantuan sosial.

Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dalam bentuk bantuan stimulans usaha yang tersifat tidak tetap disesuaikan
dengan kemampuan Keuangan daerah.

5.2.5.4. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

{1)

Pelayanan pendidikan dan pelatihan Lansia Potensial untuk meningkatkan
pengetahuan, keahlian, ketrampilan, kemampuan, dan pengalaman sesuai
dengan potensi yang dimilikinya.

(2) Pelayanan pendidikan dan pelatihan dilaksanakan dalam bentuk pemberian

pendidikan dan pelatihan baik formal maupun non formal sesuai dengan minat

dan bakat yana dimiliki yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah,
masyarakat dan dunia usaha.

5.2.5.5.Pelayanan Untuk Mendapatkan Kemudahan Dalam Penggunaan

Fasilitas, Sarana dan Prasarana Umum

(1) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum

dilaksanakan melalui:

a.

C.

pemberian kemudahan dalam pelayanan acministrasi Pemerintahan dan
masyarakat pada umumnya;

pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan;

d. penyediaan fasilitas rekreasi, dan olahraga khusus.

(2) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan sarana dan

prasarana umum, dimaksudkan untuk member kan aksesbilitas terutama di

tempat-tempat umum yang dapat menghambat mobilitas lansia.
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5.2.5.6. Kemudahan dalam Penggunaan Fasilitas Umum
(1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan da'am pelayanan kepada Lansia
untuk:
a. memperoleh pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan
b.memperoleh pelayanan administrasi pada lembaga-lembaga keuangan,
perpajakan, dan pusat pelayanan administrasi leinnya.

(2) Pemerintah Daerah masyarakat dan dunia usaha memberikan kemudahan
dalam pelayanan dan keringanan biaya kepada Lansia untuk:
a.pembelian tiket perjalanan dengan menggunakan saraha angkutan umum baik

darat, laut maupun udara:
b. akomodasi:
C. pembayaran Pajak;
d. pembelian tiket masuk tempat wisata.
(3) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha memberikan kemudahan

dalam melakukan perjalanan kepada lansia untuk:
a. penyediaan tempat duduk khusus:
b. penyediaan ioket khusus:
C. penyediaan Kartu wisata khusus:
d. penyediaan informasi sebagai himbauan untuk mendahulukan Lansia

(4) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha menyediakan fasilitas rekreasi
dan olahraga khusus kepada Lansia dalam bentuk:
a. Penyediaan tempat duduk khusus dj tempat rekreasi:
b. Penyediaan alat bantu l.ansia di tempat rekreasi:
¢. Pemanfaatan taman-taman untuk olahraga;
d. Penyelenggaraan wisata Lansia:

e. Penyediaan instruktur senam Lansia.

-

5.2.5.7. Kemudahan dalam Penggunaan Sarana dan Prasarana Umum

1. Setiap pengadaan sarana dan prasarana umum oleh Pemerintah Daerah,
dan/atau masyarakat serta dunia usaha dilaksanakan dengan menyediakan
aksesibilitas bagi Lansia dalam bentuk:

a. fisik;
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b. non fisik.
2. Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik dilaksanakan pada sarana dan
prasarana umum yang meliputi:
a. aksesibilitas pada bangunan umum;
b. aksesibilitas pada jalan umum;
c. aksesibilitas pada angkutan umum;
d. aksesibilitas pada pertamanan dan rekreasi.
e. aksesibilitas pada sérana dan prasarana publik lainnya.
3. Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik meliputi -
a. pelayanan informasi:
b. pelayanan khusus.
4. Aksesibilitas pada bangunan umum dilaksanakan dengan menyediakan:
a. akses ke, dari. dan di dalam bangunan;
b. tempat parkir dan tempat naik turun penumpangy:
. tempat duduk khusus:
d. pegangan tangan pada tangga, lift, dinding, kamar mandi dan
toilet;
€. tempat telepon;

f. tanda-tanda peringatan darurat atau sinyal.

(7]

Aksesibilitas pada jalan umum dilaksanakan dengan menyediakan:
a. akses ke dan dari jalan umum:

b. akses ke tempat pemberhentian bis/kendaraan:

c. jembatan penyeberangan:

d. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;

e. tempat parkir dan naik turun penumpang:

f. tempat pemberhentian kendaraan umum;

g. tanda-tanda/rambu-rambu dan/atau marka jatan;

h. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda;

6. Aksesibilitas pada angkutan umum dilaksanakan dengan menyediakan:
a. tangga naik/turun;

b. tempat duduk khusus yang aman dan nyaman:

c. alat bantu;
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d. tanda-tanda, rambu-rambu atau sinyal.
7. Aksesibilitas pada pertamanan dan tempat rek-easi dilaksanakan dengan
menyediakan :
a. akses ke, dari, dan di dalam pertarnanan dan tempat rekreasi:
b. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
¢. tempat duduk khusus/istirahat:
d. tempat telepon:;
e. toilet; )

f. tanda-tanda atau sinyal.

8. Pelayanan informasi dilaksanakan dalam bentuk penyediaan dan penyebarluasan
informasi yang menyangkut segala bentuk pelayanan yang disediakan bagi
Lansia.

9. Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b,

dilaksanakan dalam bentuk:

a. penyediaan tanda-tanda khusus, bunyi dan gambar pada tempat-tempat
khusus yang disediakan pada setiap sarana dan prasarana bangunan/fasilitas
umum;

b. penyediaan media informasi sebagai sarana komunikasi antar Lansia.

10. Penyediaan aksesibilitas oleh Pemerintah Daerah dan dunia usaha dilaksanakan
secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan
Lansia dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

11. Sarana dan prasarana umum yang telah ada dan belum dilengkapi dengan
aksesibilitas wajib dilengkapi dengan aksesibilitas.

12. Sarana dan prasarana umum yang sedang dan akan dibangun wajib dilengkapi

dengan aksesibilitas.

13. Sarana dan prasarana umum wajib dilaksanaan paling lambat 1 tahun setelah
peraturan daerah ini diundangkan.

5.2.5.8. Pemberian Kemudahan Layanan dan Bantuan Hukum
(1) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum dimaksudkan untuk
melindungi dan memberikan rasa aman kepada Lansia,
(2) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum dilaksanakan melalui:

a. penyuluhan dan konsultasi hukum;
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b. layanan dan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan:
C. pendampingan sosial bagi Lansia yang berhadapan dengan hukum di {uar
pengadilan.
(3) Pelayanan dan bantuan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada
Lansia yang tidak mampu, diberikan tanpa dipungut biaya.
(4) Biaya pelayanan dan bantuan hukum bagi Lansia yang tidak mampu ditanggung

Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

5.2.5.9. Bantuan Sosial

Bantuan sosial adalah upaya Pemerintah Kota dan/atau masyarakat untuk
memberikan bantuan yang bersifat tidak tetap agar lansia potensial dapat
meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. Bantuan sosial diberikan kepada
Lansia potensial yang tidak mampu agar Lansia dapat memenuhi kebutuhannya
dan meningkatkan taraf kesejahteraannya. Bantuan sosial tersebut bersifat tidak
tetap, baik dalam bentuk material, finansial, fasilitas pelayanan dan informasi, dan
diberikan pada Lansia yang sudah diseleksi dan memperoleh bimbingan sosial.

Adapun bentuk bantuan sosial antara laian maxanan pokok, pakaian, tempat
tinggal {rumah penampungan sementara), dana tunai, perawatan kesehatan dan
obat-obatan, akses pekayanan dasar (kesehatan, pendidikan), bimbingan
teknis/supervise, dan penyediaan pemakaman.

FPemberian bantuan sosial diberikan kepada Lansia potensial yang tidak
mampu, baik perorangan atau kelompok untuk melakukan usaha sendiri atau
kelompok usaha bersama dalam sektor non formal. Pemberian bantuan sosial
dapat dilaksanakan di dalam dan/atau di luar panti daiam bentuk:

a. Pelayanan melalui Keluarga Sendiri (Home Care Services):
b. Pelayanan Harian Lansia (Day Care Services);
c. Pelayanan melalui keluarga pengganti (Foster Care Services)
d. Usaha Ekonomi Produktif (UEP);

e. Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

'

Pemberian bantuan sosial bertujuan untuk:

a. memenuhi kebutuhan hidup minimal Lansia potensial yang tidak mampu:
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tb. membuka dan mengembangkan usaha daiam rangka meningkatkan pendapatan
dan kemandirian:

¢. mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha.

Pemberian bantuan sosial tersebut dilakukan dengan memperhatikan keahlian,

ketrampilan, bakat, minat dan kemampuan Lansia potensial yang tidak mampu.

Selain itu pemberian bantuan scsial diberikan kepada Lansia potensial yang tidak

mampu, baik perorangan atau kelompok untuk melakukan usaha sendiri atau

kelompok usaha bersama dafam sektor non formal.

Dalam rangka pemberian bantuan sosial, Pemerintah Daerah melakukan
pembinaan terhadap Lansia potensial yang tidak mampu. Pembinaan tersebut
dilakukan melalui bimbingan. penyuluhan, pendidikan dan latihar keterampilan.
pemberian informasi, dan/atau bentuk pembinaan lainnya.

5.2.5.10. Perlindungan Sosial
Adapun pengertian dan maksud dari Perlindungan sosial dalam

Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Lansia ini adatah upaya Pemerintah

Kota dan/atau masyarakat untuk memberikan ksmudahan pelayanan bagi

Lansia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmat taraf hidup

yang wajar. Pemberian perlindungan sosial dimaksudkan untuk memberikan

pelayanan bagi Lansia tidak potensial agar terhindar dari berbagai resiko.

Resiko tersebut meliputi berbagai gangguan dan ancaman, baik fisik, mental

maupun sosial yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan Lansia

menjalankan peran sosialnya.
Dalam hal ini perlindungan sosiat tersebut dilaksanakan me alui:

a. pendampingan sosial, baik yang dilaksanakan di kediaman I__aﬂsia maupun
di lembaga konsultasi kesejahteraan Lansiz yang dilaksanakan oleh
Pemerintah dan/atau masyarakat;

b. penyediaan pusat-pusat konsultasi kesejahteraan bagi Lansia terutama di
unit-unit pelayanan sosial baik dikelola pemerintah dan/atau masyarakat;

C. pemberian jaminan sosial dalam bentuk santunan langsung di luar panti
bagi Lansia yang hidup dan dipelihara ditengah-tengah keluarga atau

masyarakat lainnya yang dalam keadaan jompo sedangkan bagi mereka
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yang tidak memiliki keluarga dan terlantar diberikan santunan melalui
sistem panti: |

d. bantuan pemakaman terhadap Lansia Teriantar dan/atau tidak diketahui
identitasnya yang meninggal dunia dilakukan secara bermartabat adatah
menjadi tanggupg jawab Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

PemérintaH Daerah membentuk Panti Werdha guna menampung

Lansia terlantar. Panti Werdha yang dikefola Pemerintah Daerah diutamakan

untuk Lansia terlantar dengan rekomendasi Posyandu Lansia dengan

persetujuan Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya. Ketua Panti Werdha
berwenang menerima Lansia terlantar untuk selanjutnya dilaporkan kepada

Kepaia Dinas Sosia! Kota Surabaya. Untuk memberikan perlindungan kepada

Lansia terlantar, masyarakat dan dunia usaha dapat membentuk Panti Werdha.

Perlindungan bagi Lansia dapat diselenggarakan baik di dalam maupun

di tuar panti sosial oleh Pemerintah atau masyarakat dalam kurun waktu tak

terbatas sampai Lansia tersebut meninggal dunia.

5.2.6. KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI

3.2.6.1. Karang Werdha

Karang Werdha adalah wadah untuk menampung kegiatan para Lansia.
Karang Werdha ini dibentuk di setiap Kelurahan, merupakan iembaga sosial
kemasyarakatan yang beranggotakan Posyandu Lansia sebagai mitra
Pemerintah Kelurahan dalam bentuk memberdayakan Lansia. Pengkoordinasian
Karang Werdha dilakukan oleh Forum Kerjasama Karang Werdha yang
merupakan jaringan kerjasama antar Karang Werdha pada lingkup Kecamatan.
Pembinaan Karang Werdha dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya.
Anggaran untuk menunjang peningkatan kesejahteraan Lansia pada setiap
karang werda dibebankan pada APBD. Pendistribusian anggaran diatur dalam
Peraturan Walikota.

5.2.6.2. Posyandu Lansia
Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat

Posyandu Lansia adalah organsasi sosial Lansia di tingkat RW (Rukun
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Warga). Di tingkat Rukun Warga dibentuk Posyandu Lansia yang merupakan
wadah kegiatan Lansia. Posyandu Lansia kepengurusannya dipilih secara
demokratis oleh anggotanya yang menyusun dan melaksanakan program

untuk pemberdayaan kesejahteraan Lansia. Keanggotaan Posyandu Lansia
meliputi Lansia dan Pra Lansia

Adapun tugas Posyandu Lansia adalah -
a. Mendata seluruh Lansia potensial, Lansia tidak potensial dan Lansia
yang terlantar yang berada di lingkungannya.
b. Menyusun dan melaksanakan program  untuk  pemberdayaan
kesejahteraan Lansia. ,
A ¢.  Membantu proses pengajuan Lansia tidak potensial dan Lansia terlantar
untuk menjadi penghuni Panti Werdha.
d. Membuat laporan pertanggungjawaban kepada Kelurahan.
Sedangkan anggaran untuk menunjang peningkatan kesejahteraan
Lansia pada setiap Posvandu Lansia dibebankan pada APBD.
Perdistribusian anggaran diatur dalam Peraturan Walikota

5.2.6.3. KOMISI DAERAH LANSIA

1. Dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia di tingkat Daerah,
dapat dibentuk Komisi Daerah Lansia dengan Keputusan Kepala Daerah.

2. Komisi Daerah Lansia pada dasarnya mempunyai tugas mengkoordinasikan
pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan Lansia, memberikan saran
dan pertimbangan kepada Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan
upaya peningkatan kesejahteraan Lansia.

5.2.7. PERAN SERTA DAN PENGHARGAAN
5.2.7.1. Peran Serta
Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk
berperan dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia. Adapun
maksud ialah supaya masyarakat berperan sesuai dengan fungsinya selaku
mitra Pemerintah Daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan

perundang-undangan, pedoman dan garis-garis kebijaksanaan Pemerintah
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Daerah yang berlaky agar tidak menyimpang dari tujuan upaya peningkatan
Kesejahteraan sosial, fanjut usia. Peran masyarakat tersebut dapat dilakikan

Secara perseorangan, keluarga, masyarakat, organisasi sosial, dan/atau
organisasi kemasyarakatan.

3.2.7.2. Penghargaan
Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada:

a. Lansia, atau kelompok Lansia yang berjasa dalam upaya peningkatan
kesejahteraan masyarakat:

b. perorangan, keluarga, organisasi/lembaga dan badan usaha yang berjasa
dalam upaya peningkatan kesejahteraan Lansia

5.2.8. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI
5.2.8.1. Pembinaan
(1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinzan terhadap semua
kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan Lansia.
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat ini berupa penetapan
kebijakan, koordinasi, penyuiuhan dan bimbingan, pemberian bantuan,
perizinan, dan pengawasan.
(2) Pembinaan diarahkan:
a. Menentukan kebijakan untuk pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan
Lansia;
b. Memupuk, memelihara, membimbing dan meningkatkan kesadaran serta
tanggung jawab sosial masyarakat;
c. Memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkazan
penyelenggaraan kesejahteraan Lansia.
(3) Pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan dalam penyelenggaraan

kesejahteraan Lansia diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
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5.2.8.2. Pengawasan dan Evaluasi

) {1) Kepala Daerah berwenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan
kesejahteraan Lansia baik yang diakukan cleh masyarakat maupun
- Perangkat daerah.
(2) Pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan
Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Kepala Daerah.

(3) Pengawasan dan evaluasi penyelengga-aan pemberian jaminan sosial Lansia
dilakukan dengan tujuan : |

a. Memperoleh informasi yang terkini (Lo to date) tentang pelaksanaan
program jaminan sesial Lansia:

b. Mengendalikan arah kegiatan dan memberikan bimbingan, arahan dalam
optimalisasi pelaksanaan pemberian jaminan sosial Lansia pada Lansia
potensial dan Lansia tidak potensial: dan

¢. Melakukan pengukuran terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan untuk
mengetahui hambatan dan kendala penyelengcaraan kegiatan.

(4) Sasaran pengawasan dan evaluasi adalah -

a. Instansi sosial sebagai penanggungjawab teknis pelaksanaan program;

b. Lembaga pelaksana kegiatan; dan

c. Warga masyarakat penerima/peserta jamiran sosial,

(5) Pengawasan dan evaluasi dilakukan dergan cara kunjungan atau tinjauan
langsung ke fapangan.

5.2.9. Ketentuan Sanksi

(1) Walikota berwenang untuk memberikan sanksi administrasi «<epada setiap
orang atau badan/atau organisasi atau lembaga yang dengan sengaja tidak
menyediakan aksesibilitas bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam

*:‘\ _ Pasal 20 ayat (2). Adapun sanksi administrasi tersebut dapat berupa :
a. Teguran lisan;
b. Teguran tertulis;

¢. Pencabutan izin.
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(2) Tata cara pengenaan sanksi administrasi ditetapkan dergan Peraturan
Kepala Daerah.

(3) Walikota berwenang untuk memberikan sanksi administrasi kepada setiap
orang atau badanfatau organisasi atau lembaga yang telah mendapatkan izin
untuk metakukan pelayanan terhadap lanjut usia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 ayat (3) dan/atau mendapatkan penghargaan Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, menyalahgunakan izin dan/atay

penghargaan yang diperolehnya. Adapun sanksi sanks; administrasi tersebut
berupa :

a. teguran lisan:
b. teguran tertulis
C. pencabutan penghargaan.
d. penghentian pemberian bantuan;
€. pencabutan izin operasional.
(4) Kepala Daerah dalam menjalankan  kewenangan penerapan sanksi
administrasi dapat melimpahkan kepada Kepala Dinas.

(5) Tata cara pengenaan sanksi administrasi diatur febih lanjut dengan Peraturan
Kepala Daerah.

5.210. Ketentuan Peralihan

Pada prinsipnya bab tentang Ketentuan Peralihan mengatur masalah peralihan
keadaan sebelum ke keadaan sesudah diundangkannya Perda tentang
Kesejahteraan Lanjut Usia, yakni seperti . Untuk realisasi hak-hak atas
kesejahteraan Lansia disyaratkan Lansia akan mendapatkar Kartu tanda
Anggota Lansia untuk kemudahan dalam mendapatkan fasilitas-fasilitas yang
disediakan oleh Pemerintah Daerah. Untuk itu pada saat diundangkannya
peraturan daerah ini Pemerintah Daerah wajib membuat Kartu Tanda Anggota
Lansia dan menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang aman dan kondusif

bagi Lansia dalam jangka waktu tertentu.
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5.211. KETENTUAN PENUTUP.

Pada saat Perda ini berlaku, ketentuan yang merupakan pelaksanaan

Kesejahteraan Lanjut Usia dinyatakan masih tetap Derlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan peraturan daerah ini.
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6.1. Kesimpulan

6.1.1. Pemerintah Kota Surabaya mewujudkan kesejahteraan bagi lanjut usia
dengan menuangkan kebijakan pemerintah daerah sesuaj dengan
kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Produk hukum daerah yang dibuat oleh Pemerintah Daerah
mempunyai peranan sangat penting sebagai jaminan pelaksanaan hak-hak
warga Lansia yang meliputi pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
pelayanan kesehatan; pelayanan kesempatan kerja; pelayanan pendidikan
dan pelatihan: kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan
prasarana umum; Kkemudahan dalam layaran dan bantuan hukum:;

perlindungan sosial; bantuan sosial.

6.1.2. Pemerintah Kota Surabaya belum mengatur secara khusus mengenai
pelaksanaan hak atas kesejahteraan lanjut usia. Mengingat implementasi
asas negara hukum dan asas legalitas yang mengedepankan legitimasi
terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan
Lansia, maka akses dan jaminan atas pelayanzn publik dalam mewujudkan
kesejahteraan Lansia sedasar dengan asas good governance. Selain itu
sedasar dengan asas demokrasi, dengan dibentuknya Peraturan daerah
tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, maka Pemerintah Kota Surabaya
memberikan ruang terbuka bagi LSM {Lembaga Swadaya Masyarakat),
swasta, masyarakat dan keluarga untuk berperan serta dalam mewujudkan
kesejahteraan lansia. Sejalan dengan hal tersebut sebagai realisasi asas
transparansi dan asas akuntabiltas, Pemerintah Daerah juga
memberlakukan ketentuan mengenai Kartu Tanda Anggota Lansia sebagai
jaminan bagi Lansia untuk memperoleh hak atas kesejahteraan. Demikian
juga dengan dibentuknya Posyandu dan Karang Werda merupakan wadah

pemberdayaan dan berorganisasi bagi lansia merupakan realisasi dari asas
gocd governarnce.
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6.1.3. Bahwa pertimbangan filosofis dalam pembuatan Peraturan Daerah Lansia
ini adalah penempatan warga l.ansia sebagai pihak yarg harus dilindungi dén
dihormati merupakan perwujudan dari filosofi hak asasi manusia yang
mengajarkan  nilai-nitai moral yang pada hakekatnya untuk tujuan
memartabatkan manusia, Sedangkan pertimbangan sosiologis Keberadaan
Peraturan  Daerah tentang  Kesejahteraan Lansia sebagai pijakan
pefaksanaan peran negara. Apabila legitimasi jaminan terhadap
Kesejahteraan Lansia ini belum ada, maka akan berpengaruh terhadap
kepastian hukum dalam pemenuhan hak atas peningkatan kualitas hidup dan
kesejahteraan sosial bagi Lansia. Untuk pertimbangan yuridis, dalam
rangka implementasi asas negéra hukum, asas legalitas, asas demokrasi
yang mengedepankan legitimasi terhadap regulasi dan kebijakan pemerintah

yang berkaitan deng’én kesejahteraan Lansia demi terwujudnya kemandirian
dan kesejahteraan Lansia.

6.1.4. Sasaran yang akan diwujudkan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota
Surabaya tentang  Kesejahteraan Lanjut Usia adalah peningkatan
kesejahteraan sosial lansia diselenggarakan berasaskan keimanan dan
ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kekeluargaan, keseimbangan,
keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan. Selanjutnya arah
Pengaturannya adalah peningkatan kesejahteraan sosial lansia agar Lansia
tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan
dengan  memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan,  keahlian,
keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya
pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia. Untuk jangkauan
pengaturannya adalah Lansia Potensial, Lansia Tidak Potensial dan Lansia
terlantar yang berada di wilayah kota Surabaya. Sedangkan tujuan
peningkatan kesejahteraan Lansia untuk memperpanjang usia harapan hidup
dan masa produktif, terwujudnya  kemandirian,dan  kesejahteraan,
terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia, serta
lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.
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6.2. Saran

6.2.1. Pemerintah Kota Surabaya perlu memaksimalkan kewanangan yang
dimiliknya agar pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak atas
kesejahteraan bagi Lansia dapat terwujud.

6.2.2. Pemerintah Kota Surabaya segera mewujudkan kesejahteraan Lanjut Usia ke
dalam Peraturan Daerah, dan juga perlu segera mengesahkan dan
mengundangkan Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan lansia tersebut
sebagai kepastian hukum dan jaminan pemenutan hak atas kesejahteraan
Lansia.

6.2.3. Pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis hendaknya melar dasi dalam
pembentukan Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Lansia

6.2.4. Sasaran, arah pengaturan, tujuan peningkatan kasejahteraan Lansia dalam
pembentukan Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

hendaknya selaras dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya.
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